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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perangkat Daerah 

merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 5 

(lima) tahunan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan 

atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 

Urusan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan yang 

wajib dilaksanakan, sedangkan Urusan Perikanan merupakan salah 

satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Purworejo karena letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di 

pantai selatan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah pasal 272, Perangkat Daerah menyusun 

Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis 

Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan dan 

subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib 

bidang Lingkungan Hidup serta urusan pilihan bidang Perikanan. 

Adapun pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan 

pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan 

dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang 

ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Jawa Tengah untuk urusan Lingkungan Hidup juga Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah untuk Urusan Perikanan. 

  Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan 

perikanan sesuai dengan kewenangan daerah yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 Dengan adanya isu strategis masalah lingkungan hidup dan 

perikanan seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan 

yang belum tertangani secara optimal, sampah yang belum tertangani 

melalui 3R secara optimal, serta belum optimalnya produksi perikanan 



	2 

menjadikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai posisi 

yang strategis terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat nasional 

maupun regional. 

(Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003)  
Gambar 1.1 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
 
 

1.2 Landasan Hukum 

 Penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021 berlandaskan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025; 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

dan Perangkat Daerah;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal Tahun 

2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah 

dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 
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28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2008 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 47); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  18 tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 

Nomor 17); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 

5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 

Nomor 13). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

adalah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo yang mendasarkan pada RPJMD 

Kabupaten Purworejo 2021-2026. 
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 Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 

dan Perikanan adalah merupakan arah dan pedoman bagi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2021-2026 serta 

sebagai pedoman evaluasi untuk menunjang pencapaian  tujuan dan 

sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sesuai Tupoksinya 

dengan mendasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, serta sistematika penulisan Renstra. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, 

Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo. 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra 

Kementrian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk didapatkan Isu 

Strategis Renstra. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan  

Hidup Kabupaten Purworejo beserta indikator Tujuan dan 

Sasaran Tahun 2021-2026. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Bab ini menyajikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Buupati Purworejo 

Tahun 2021-2026. 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  PENDANAAN 

Bab ini menyajikan program prioritas dalam upaya pencapaian 

Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja, target, dan pagu 

indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator Tujuan, 

Sasaran, dan Program beserta Target tiap Indikator untuk 

Periode 2021-2026. 

BAB VIII PENUTUP 

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Renstra dan pedoman 

transisi saat Rentra berakhir untuk menjamin keberlanjutan 

perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 

Kabupaten Purworejo. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Tugas 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Kedudukan, 

Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah 

bidang lingkungan hidup dan perikanan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang 

meliputi konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan penaatan lingkungan, pengelolaan persampahan dan 

keanekaragaman hayati, serta perikanan.  

Fungsi 

a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan 

perikanan yang meliputi konservasi dan penataan lingkungan, 

pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, pengelolaan 

persampahan dan keanekaragaman hayati serta perikanan;  

b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang 

lingkungan hidup dan perikanan yang meliputi konservasi dan 

penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan 

lingkungan, pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

serta perikanan;  

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang lingkungan hidup dan 

perikanan yang meliputi konservasi dan penataan lingkungan, 

pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, pengelolaan 

persampahan dan keanekaragaman hayati serta perikanan;  

d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang 

lingkungan hidup dan perikanan yang meliputi konservasi dan 

penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan 

lingkungan, pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

serta perikanan;  

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan 

pihak lain yang  berhubungan dengan bidang lingkungan hidup dan 

perikanan yang meliputi konservasi dan penataan lingkungan, 
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pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, pengelolaan 

persampahan dan keanekaragaman hayati serta perikanan;  

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap 

melaksanakan tugas-tugas bidang lingkungan hidup yang meliputi 

konservasi dan penataan  lingkungan, pengendalian pencemaran 

dan penaatan lingkungan, pengelolaan persampahan dan 

keanekaragaman hayati serta perikanan;  

g. penyelenggaraan kesekretariatan DINLHP;  

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah yang meliputi 

konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan 

penaatan lingkungan, pengelolaan persampahan dan keanekaragaman 

hayati, serta perikanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perbup SOT DINLHP Tahun 2021 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi  

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo  
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Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdiri 

dari Kepala Dinas, membawahkan : 

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 

secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang 

meliputi perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian. 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :  

a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 

b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara 

terpadu; 

c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 

administrasi perencanaan; 

d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 

administrasi keuangan dan kepegawaian; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DINLHP sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Sekretariat membawahkan :  

1) Subbagian Perencanaan; 

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan 

mengendalikan administrasi di bidang perencanaan yang meliputi: 

a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja; 

b) menyusun perjanjian kinerja; dan  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai tugas jabatannya. 

2) Subbagian Keuangan; 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan menyiapkan 

bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani 

dan mengendalikan administrasi di bidang Keuangan, yang 

meliputi:. 

a) menyelanggarakan administrasian keuangan;  

b) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah 

kewenangan DINLHP;  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan oleh 

Sekretaris sesuai tugas jabatannya. 
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3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan 

teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum 

dan kepegawaian yang meliputi : 

a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;  

b) menyelenggarakan administrasi umum;  

c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;  

d) menyediakan jasa;  

e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;  

f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan  

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai tugas jabatannya. 

 

1. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan 

Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas 

menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, 

melaksanakan, dan mengendalikan bidang  konservasi lingkungan 

dan penataan lingkungan; 

     Tugas bidang konservasi dan penataan lingkungan mempunyai tugas : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang konservasi lingkungan;  

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang penataan lingkungan;  

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DINLHP sesuai  dengan tugas dan fungsi. 

Bidang Panaatan dan Penataan lingkungan membawahkan : 

1) Subkoordinator Konservasi Lingkungan; dan  

2) Subkoordinator Penataan Lingkungan 

Subkoordinator Konservasi Lingkungan mempunyai tugas : 

a. Memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), 

kearifan  lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat 

Hukum Adat (MHA) yang  terkait dengan PPLH dengan 

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan 

informasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)  

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal 
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atau  pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) terkait dengan  PPLH; 

b. Mendukung peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH melalui 

penyelenggaraan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan 

penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan 

lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) terkait dengan PPLH; 

c. Mengembangkan dan melaksanakan penilaian penghargaan 

lingkungan hidup  tingkat kabupaten dengan melaksanakan 

penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia 

usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan  

pengelolaan lingkungan hidup.  

d. Mengoordinasikan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang 

meliputi :  

1) Memfasilitasi pencegahan penanggulangan dan pembatasan 

Kawasan  TAHURA; 

2) Mengoodinasikan pengamanan Kawasan TAHURA; 

3) Memfasilitasi pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat 

TAHURA; 

4) Mengoodinasikan pengawetan koridor hidupan air; 

5) Mengoordinasikan pemulihan ekosistem atau penutupan 

kawasan sesuai  rencana pengelolaan TAHURA; 

6) Mengoordinasikan pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA; 

7) Memfasilitasi kerja sama penyelenggaraan TAHURA; 

8) Memfasilitasi penguatan kapasitas dan pemberdayaan 

masyarakat di sekitar TAHURA; 

9) Mengoordinasikan pengelolaan daerah penyangga TAHURA   

10) Mengoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan dan 

penataan blok  TAHURA; 

11) Mengoordinasikan perencanaan pengelolaan TAHURA. 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang 

Konservasi dan Penataan Lingkungan sesuai dengan tugas 

jabatannya. 
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Subkoordinator penataan lingkungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup (RPPLH) Kabupaten yang meliputi :  

1) Membuat bahan penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten; 

2) Mengendalikan pelaksanaan RPPLH Kabupaten.  

b. menyusun bahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 

meliputi: 

1) Menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana 

Tata Ruang; 

2) Menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD; 

3) Menyusun bahan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk 

KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan 

hidup.  

c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup  untuk lembaga kemasyarakatan tingkat 

kabupaten yang meliputi :  

1) Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas dan 

kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup 

untuk lembaga kemasyarakatan; 

2) Melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; 

3) Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye 

lingkungan hidup. 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang 

Konservasi dan Penataan Lingkungan sesuai dengan tugas 

jabatannya. 

 

2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, 

membina, melaksanakan, dan  mengendalikan bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Penaatan Lingkungan; 
 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang pengendalian pencemaran lingkungan   
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b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang penaatan lingkungan;  

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan  pengendalian di bidang pengendalian pencemaran dan 

penaatan lingkungan; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DINLHP sesuai  dengan tugas dan fungsi. 

Bidang Pengendalian Pencermaran dan Penaatan Lingkungan 

mempunyai membawahkan : 

1) Subkoordinator pengendalian pencemaran lingkungan; 

2) Subkoordinator penaatan lingkungan. 

Subkoordinator pengendalian pencemaran lingkungan : 

a. memfasilitasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup meliputi :  

1) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan 

pencegahan  pencemaran lingkungan hidup terhadap media 

tanah, air, udara, dan laut;  

2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan 

pengendalian  emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi 

perubahan iklim; dan  

3) melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. 

b. memfasilitasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup meliputi :  

1) memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan  lingkungan hidup pada masyarakat;  

2) mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; dan  

3) mengoordinasikan penghentian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup.  

c. memfasilitasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup meliputi :  

1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber 

pencemaran;  

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencemaran;  

3) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan 

remediasi; 
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4) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan 

rehabilitasi; dan  

5) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan melaksanakan 

restorasi.  

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyimpanan 

sementara LB3 meliputi :  

1) memfasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan 

sementara limbah B3 melalui sistem pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik;  

2) melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan 

persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara 

limbah B3.  

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengumpulan 

limbah B3 dalam 1 (satu) daerah meliputi :  

1) memfasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah 

B3 melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik;  

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah 

B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.  

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan 

sesuai tugas jabatannya. 

Subkoordinator penaatan lingkungan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan 

oleh pemerintah daerah meliputi :  

1) Memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin 

lingkungan dan/atau izin PPLH;  

2) Mengembangkan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;  

3) Melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan oleh 

pemerintah daerah;  

4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan 

penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.  

b. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)  

1) Mengelola pengaduan masyarakat terhadap PPLH; 
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2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi 

administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan 

lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.  

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang  Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan 

sesuai tugas jabatannya.  

 

3. Bidang pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

Bidang pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, 

membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pengelolaan 

Persampahan dan Keanekaragaman hayati. 

Bidang pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang pengelolaan persampahan;  

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang pertamanan keanekaragaman hayati;  

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DINLHP sesuai  dengan tugas dan fungsi. 

Bidang pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati 

membawahkan : 

1) Subkoordinator Pengelolaan Persampahan; 

2) Subkoordinator Pertamanan Keanekaragaman hayati. 

Subkoordinator pengelolaan persampahan : 

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan meliputi :  

1) Menyiapkan bahan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan 

sampah; 

2) Memfasilitasi pengurangan sampah dengan melakukan 

pembatasan,  pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali;  

3) Memfasilitasi penanganan sampah dengan melakukan 

pemilahan,  pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah di  TPA/TPST/SPA;  

4) Melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan persampahan;  

5) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;  
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6) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama 

pengelolaan  persampahan; dan  

7) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana persampahan 

di TPA/TPST/SPA. 

b. Memfasilitasi Penerbitan Izin Pendaurulangan 

Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan 

Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta 

dengan memfasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik;  

c. Mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta meliputi :  

1) Memfasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan 

Standar Teknis  Pengelolaan Sampah;  

2) Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Sampah; dan  

3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan 

Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah. 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang 

Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati sesuai 

dengan tugas jabatannya 

Subkoordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai 

tugas : 

a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati 

meliputi :  

1) Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana 

pengelolaan keanekaragaman hayati;  

2) Melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di 

luar kawasan hutan;  

3) Melaksanakan pengelolaan kebun raya;  

4) Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);  

5) Melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati 

lainnya; 

6) Memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM 

dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; dan  

7) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana 

keanekaragaman hayati.  
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b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang  Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati 

sesuai dengan tugas  jabatannya. 

 

4. Bidang perikanan 

Bidang perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan 

bidang Perikanan. 

Bidang perikanan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang perikanan tangkap;  

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang perikanan budidaya;  

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian di bidang pengawasan, pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DINLHP sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Bidang perikanan membawahkan : 

1) Subkoordinator Perikanan Tangkap;  

2) Subkoordinator Perikanan Budidaya; dan  

3) Subkoordinator Pengawasan, Pengolahanan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

Subkoordinator perikanan tangkap mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten meliputi :  

1) menyediakan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;  

2) menyediakan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; dan  

3) memberikan penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha 

Perikanan Tangkap;  

b. melaksanakan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 

Kabupaten meliputi :  

1) melaksanakan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;  

2) melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan 

Kelembagaan Nelayan Kecil;  
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3) melaksanakan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 

Pembiayaan, Kemitraan Usaha; dan  

c. melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) meliputi :  

1)  menetapkan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan  

2) memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI).  

d. menfasillitasi penerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan 

Berukuran sampai  dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten meliputi : 

1) menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar 

Kapal  Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT; dan  

2) memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal 

Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.  

e. memfasilitasi Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 

dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 

di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan  dalam 1 daerah Kabupaten 

meliputi :  

1) menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan 

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan 

dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; dan  

2) memberikan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan 

Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan 

Ukuran sampai dengan 10 GT. 

f. melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai 

Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 

dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten meliputi : 

1) menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal 

Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; dN  

2) memberikan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan 

dengan Ukuran sampai dengan 10 GT.  

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.  
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Subkoordinator perikanan budidaya mempunyai tugas : 

a. melaksanakan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang 

Pembudidayaan Ikan meliputi:   

1) menetapkan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha 

Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, 

dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/ Kota yang  Menggunakan Teknologi Seser; 

dan  

2) melaksanakan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan 

Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau 

Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Seser.  

b. melaksanakan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil meliputi :  

1) melaksanakan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan 

Kecil;  

2) melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan 

Kelembagaan  Pembudi Daya Ikan Kecil;  

3) melaksanakan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 

Pembiayaan, Kemitraan Usaha; dan  

4) memberikan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan.  

c. memfasilitasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan 

Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten meliputi :  

1) menetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar 

bagi  Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten; dan  

2) memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi 

Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten.  

d. melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan meliputi :  

1) menyediakan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten;  

2) menyediakan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten;  

3) memberikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;  
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4) melaksanakan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;  

5) melaksanakan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan 

Ikan di Darat;  

6) melaksanakan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan 

Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat; dan  

7) melaksanakan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan 

Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.  

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang perikanan sesuai dengan tugas jabatannya.  

Subkoordinator Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan mempunyai tugas : 

a. melakukan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 

dapat Diusahakan dalam Daerah meliputi :  

1) melakukan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 

dapat Diusahakan dalam Daerah; dan  

2) melakukan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 

dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 

Daerah.  

b. memfasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan menyediakan 

Data dan Informasi Usaha  Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan dalam 1 (satu) Daerah   

c. melakukan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan 

melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 

Standar pada Usaha Pengolahan  dan Pemasaran Skala Mikro dan 

Kecil  

d. menyediakan dan menyatukan Bahan Baku Industri Pengolahan 

Ikan dalam 1 (satu) Daerah meliputi :  

1) melaksanakan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi 

dan Usaha  Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah; dan  

2) memberikan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro 

dan Kecil  dalam 1 (satu) Daerah.  
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e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang  perikanan sesuai dengan tugas jabatannya. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo data terakhir 

per 31 Desember 2020, sesuai tabel 2.1. 

Tabel 2.1  

Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purworejo 

No Kategori Jumlah SDM 

(1) (2) (3) 

A Menurut status  

1 PNS/CPNS 115 orang 

2 Tenaga PHL, Kontrak 209 orang 

B Menurut jabatan  

1 Pejabat struktural 9 orang 

2 Jabatan Fungsional Tertentu 3 orang 

3 Staf/ pelaksana 103 orang 

C Menurut Tingkat Pendidikan  

1 Magister, S2 5 orang 

2 Sarjana, S1 10 orang 

3 Ahli Madya, D3 2 orang 

4 SLTA/SMK 48 orang 

5 SMP 32 orang 

6 SD 18 orang 

Sumber : DLH, 2020 

2.2.2  A s e t : 

  Program dan kegiatan Dinas ditunjang oleh perlengkapan yang 

dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Jumlah Aset dan Sarana Prasana  

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purworejo per 31 Desember 2020 

No Kategori Jumlah Aset 
(1) (2) (3) 

A. Gedung/ bangunan  
 1 Dinas 6.305 m2 
 2 Rumah Kompos 327 m2 
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B. Luas tanah Dinas 2000 m2 

C. Alat Dinas / RT meja, kursi, mesin ketik, komputer, 
almari dll (perincian terlampir) 

D. Kendaraan Dinas   - Kendaraan roda 4 : 3 buah 
- Kendaraan roda 2 : 11 buah 

E. Alat laboratorium alat uji kualitas air dan alat uji kualitas 
udara   

F. Mesin pembuat kompos 1 paket 

G. Jumlah Taman 25 lokasi luas 150.402 m² 
H. Hutan Kota 1 lokasi luas 60.044 m² 
I. Jumlah Tugu 10 lokasi  

J. Jumlah pohon ayoman jalan perkotaan : 3.333 pohon 
K. Sarana dan Prasarana 

 1. Mobil tangga 1 unit 

 2. Pick-up 1 unit 

 3. Truck 14 unit 
 4. Mobil sapu 1 unit 
 5. Motor tangki air 3 unit 

 6. Mobil tangki air 3 unit 
 7. Kendaraan roda 3 21 buah 
 8. Mesin potong rumput 

gendong 
33 unit 

 9. Mesin pompa air 2 unit 
L. Jumlah Makam 8 lokasi luas 163.478 m² 
 1. Kota Purworejo 5 lokasi luas 112.878 m² 
 2. Kota Kutoarjo 3 lokasi luas 50.600 m² 
Sumber : SIMDA BMD, 2020 

 
Tabel 2.3 

Nilai Aset dan sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2020    

KODE BARANG NILAI (Rp.) 
1 2 3 

1.3 ASET TETAP 54,775,172,298.04 
1 TANAH 5,272,413,460.00 
1.01 TANAH 5,272,413,460.00 
2 PERALATAN DAN MESIN 18,666,068,442.73 
2.01 ALAT BESAR 2,065,665,321.00 
2.02 ALAT ANGKUTAN 9,193,956,599.19 
2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1,525,556,554.54 
2.04 ALAT PERTANIAN 2,210,620,215.20 
2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 512,154,081.60 
2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN 

PEMANCAR 
47,171,246.60 

2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 0.00 
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2.08 ALAT LABORATORIUM 2,750,783,496.15 
2.09 ALAT PERSENJATAAN 0.00 
2.10 KOMPUTER 360,160,928.45 
2.11 ALAT EKSPLORASI 0.00 
2.12 ALAT PENGEBORAN 0.00 
2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN 

PEMURNIAN 
0.00 

2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0.00 
2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 0.00 
2.16 ALAT PERAGA 0.00 
2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0.00 
2.18 RAMBU – RAMBU 0.00 
2.19 PERALATAN OLAH RAGA 0.00 
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 28,516,266,653.20 
3.01 BANGUNAN GEDUNG 20,433,087,701.00 
3.02 MONUMEN 8,083,178,952.20 
3.03 BANGUNAN MENARA 0.00 
3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0.00 
4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1,150,486,773.00 
4.01 JALAN DAN JEMBATAN 213,073,000.00 
4.02 BANGUNAN AIR 500,013,236.73 
4.03 INSTALASI 429,056,286.27 
4.04 JARINGAN 8,344,250.00 
5 ASET TETAP LAINNYA 867,982,232.11 
5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN  0.00 
5.02 BARANG BERCORAK 

KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 
0.00 

5.03 HEWAN 0.00 
5.04 BIOTA PERAIRAN 0.00 
5.05 TANAMAN 867,982,232.11 
5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0.00 
5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 0.00 
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 301,954,737.00 
6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 301,954,737.00 

1.5 ASET LAINNYA 1,853,120,872.00 
2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0.00 
2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0.00 
3 ASET TIDAK BERWUJUD 1,853,120,872.00 
3.01 ASET TIDAK BERWUJUD 1,853,120,872.00 
4 ASET LAIN-LAIN 0.00 
4.01 ASET LAIN-LAIN 0.00 

Sumber data : Simda BMD Tahun 2020 
 
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor tentang 
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Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo. 

Gambaran pelayanan atau hasil yang telah dicapai oleh Perangkat 

Daerah pengelola lingkungan hidup selama lima tahun terakhir, adalah 

sebagai berikut : 

1. Target dan Realisasi Kinerja DINLHP Tahun 2016-2021  

Secara umum dan keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan tugas pokok 

yang menjadi tanggung jawab organisasi, sesuai dengan sasaran 

strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan bersama pada 

penetapan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 2.4 
 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo 

Tahun 2016 – 2021 

N
o 

Indikator Kinerja sesuai 
Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Ta
rge
t 

NS
PK 

Ta
rg
et 
IK
K 

Targ
et 

Ind. 
Lain
nya 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat 
Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

202
1 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1* 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  A. Urusan Lingkungan 
Hidup 

                                          

1 Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup Daerah (IKLHD) 

      59,
20 

62,
69 

66,
18 

68,
50 

68,
50 

68,
50 

59,
66 

62,
69 

58,
00 

68,
10 

68,
98 

68,
98 

100,
78% 

100,
00% 

87,6
4% 

99,4
2% 

100,
70% 

100,
70% 

2 Persentase Sampah yang 
Tertangani 

      10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

3 Persentase TPA yang 
Memenuhi Kriteria dan 
Dioperasikan Secara Layak 

      40
% 

40
% 

80
% 

80
% 

80
% 

80
% 

40
% 

40
% 

44
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100,
00% 

100,
00% 

55,0
0% 

125,
00% 

125,
00% 

125,
00% 

4 Persentase Cakupan 
Layanan Persampahan 

      10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

100,
00% 

5 Persentase Terpenuhinya 
Baku Mutu Kualitas Air 
Sungai 

      60,
00
% 

65,
00
% 

70,
00
% 

75,
00
% 

80,
00
% 

85,
00
% 

83,
00
% 

65,
00
% 

50,
00
% 

66,
92
% 

72,
72
% 

72,
72
% 

138,
33% 

100,
00% 

71,4
3% 

89,2
3% 

90,9
0% 

85,5
5% 

6 Persentase Terpenuhinya 
Kualitas Udara Ambient 

      56,
00
% 

63,
00
% 

70,
00
% 

76,
00
% 

80,
00
% 

85,
00
% 

72,
00
% 

83,
97
% 

96,
60
% 

97,
91
% 

96,
35
% 

96,
35
% 

128,
57% 

133,
29% 

138,
00% 

128,
83% 

120,
44% 

113,
35% 

7 Persentase Tingkat Tutupan 
Lahan Berupa 
Hutan/Vegetasi Terhadap 
Luas Wilayah 

      20,
00
% 

30,
00
% 

40,
00
% 

50,
00
% 

60,
00
% 

70,
00
% 

21,
00
% 

31,
00
% 

40,
00
% 

46,
62
% 

45,
66
% 

45,
66
% 

105,
00% 

103,
33% 

100,
00% 

93,2
4% 

76,1
0% 

65,2
3% 

8 Persentase Rumah Tangga 
yang Menerapkan 3R 

      18,
00
% 

21,
00
% 

24,
00
% 

27,
00
% 

30,
00
% 

33,
00
% 

18,
00
% 

18,
00
% 

21,
65
% 

23,
59
% 

35,
89
% 

35,
89
% 

100,
00% 

85,7
1% 

90,2
1% 

87,3
7% 

119,
63% 

108,
76% 

  B. Urusan Perikanan                                           

1 Persentase kenaikan 
produksi perikanan tangkap 
(pertahun) 

      4% 4% 4% 4% 4% 4% -
8,9
7% 

-
39,
39
% 

5,6
3% 

4,0
7% 

4,9
1% 

-
77,
08
% 

99,8
7% 

99,5
7% 

140,
75% 

101,
75% 

122,
75% 

22,0
4% 

2 Persentase kenaikan 
produksi perikanan 
budidaya (pertahun) 

      3% 3% 3% 3% 3% 3% -
1,0
5% 

3,0
0% 

3,0
0% 

3,2
9% 

-
12,
67
% 

-
46,
11
% 

99,9
6% 

100,
00% 

100,
00% 

109,
67% 

84,7
9% 

52,3
2% 
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3 Kelompok perikanan 
(pembenihan dan 
pembesaran) yang memiliki 
sertifikat CBIB meningkat 

      5 
kl

mp
k 

5  
kl

mp
k 

6 
kl

mp
k 

8 
kl

mp
k 

10 
klm
pk 

12  
klm
pk 

11 
klm
pk 

11 
klm
pk 

11 
klm
pk 

11 
klm
pk 

11 
klm
pk 

11 
klm
pk 

220,
00% 

220,
00% 

183,
33% 

137,
50% 

110,
00% 

110,
00% 

4 Cakupan wilayah 
pengembangan TPI 

      6 
TPI 

7 
TPI 

7 
TPI 

7 
TPI 

7 
TPI 

7 
TPI 

5 
TPI 

5 
TPI 

5 
TPI 

5 
TPI 

5 
TPI 

5 
TPI 

83% 71% 71% 71% 71% 71% 

 
Sumber data : DLH Kab. Purworejo, DPPKP Kab. Purworejo Tahun 2021    *data 2021 merupakan data sementara Semester I 
 

 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada awal Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. IKLHD ditetapkan berdasarkan dari perhitungan persentase 

terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai, persentase terpenuhinya kualitas udara ambient dan persentase tingkat tutupan 

lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah.  

Realisasi nilai IKLHD cenderung mengalami peningkatan pada saat awal periode 59,66 dan di akhir periode 68,98, hal ini 

karena adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air 

merupakan indikator bahwa sungai yang ada di Kab. Purworejo kualitasnya semakin membaik. Dan peningkatan Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH publik maupun RTH privat. 

Analisis capaian kinerja masing-masing indikator selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Persentase Sampah yang Tertangani 

Dilihat dari realisasi pada tahun 2016 – 2021, persentase pengangkutan sampah selalu 100%, hal ini karena timbulan 

sampah di area perkotaan terangkut semua ke TPA. Karena keterbatasan armada dan personil, pelayanan baru bisa 

dilaksanakan di kawasan perkotaan, adapun pada 5 tahun kedepan, ditargetkan dapat memperluas area layanan hingga 

kawasan di luar perkotaan. 
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b. Persentase TPA yang Memenuhi Kriteria dan Dioperasikan Secara 

Layak 

Indikator persentase TPA dihitung menggunakan koefisien 

pengoperasian TPA, koefisien kualitas pengelolaan lindi dan 

koefisien penanganan gas metan. Indikator persentase TPA yang 

memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak mengalami 

peningkatan karena adanya perubahan cara pengelolaan dari open 

dumping menjadi controlled landfill, serta perbaikan penanganan 

gas metan dan air lindi. Dengan perubahan pengelolaan 

meningkatkan capaian sebesar 40%, dan dengan pemanfaatan 

timbulan gas metan, menambahkan persentase sebesar 20%. 

Dengan perubahan cara kelola ini mengurangi dampak negatif TPA 

terhadap lingkungan, juga mengurangi resiko longsornya tumpukan 

sampah di sel TPA. 

c. Persentase Cakupan Layanan Persampahan 

Realisasi indikator persentase cakupan layanan persampahan 

didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk yang terlayani dibagi 

jumlah penduduk yang harus terlayani di kawasan perkotaan. 

Karena layanan persampahan DinLH mampu mencakup seluruh 

penduduk yang harus terlayani, didapatkan realisasi capaian 100% 

tiap tahunnya. 

d. Persentase Terpenuhinya Baku Mutu Kualitas Air Sungai 

Indikator persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai 

memiliki realisasi yang cukup fluktuatif. Penyebabnya dikarenakan 

tingginya parameter Coliform di beberapa titik lokasi sampling air 

sungai Kab. Purworejo. Pada tahun 2020, hasil analisa parameter 

fecal coli di beberapa lokasi melebihi 10.000 MPN/100 ml, 

sedangkan baku mutu fecal coli di air permukaan kelas 2 hanya 

1.000 MPN/100 ml. Tingginya parameter coliform dapat disebabkan 

oleh banyaknya warga yang MCK di sungai dan juga limbah 

peternakan yang dibuang ke badan sungai. Untuk mengatasi 

masalah ini tentunya dibutuhkan solusi komprehensif dari semua 

dinas terkait. 

e. Persentase Terpenuhinya Kualitas Udara Ambient 

kualitas udara, kuantitas pencemar udara yang ada di Kab. 

Purworejo, utamanya NO2 dan SO2 berada pada jumlah kecil, 

mengingat jumlah industri yang masih sedikit, jumlah moda 
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transportasi yang jauh lebih sedikit dibanding kota-kota besar, serta 

peranan jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara yang terhitung 

tinggi di lebih dari separuh wilayah administrasi Kab. Purworejo. 

f. Persentase Tingkat Tutupan Lahan Berupa Hutan/Vegetasi 

Terhadap Luas Wilayah 

Dibandingkan tahun sebelumnya, presentase tingkat tutupan lahan 

terhadap wilayah meningkat namun belum mencapai target yang 

ditetapkan. Penambahan luas tutupan lahan yang ada di Purworejo 

selalu diupayakan tiap tahunnya melalui kegiatan Pengelolaan 

kawasan lindung di luar kawasan hutan; Penghijauan di Wilayah 

Rawan Longsor, Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi; serta 

Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman. Selain itu juga 

menjadi syarat untuk pelaku kegiatan usaha untuk memenuhi RTH 

privat 10% dan RTH publik 20% dari luas lokasi untuk developer 

perumahan. 

g. Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan 3R 

Realisasi indikator persentase rumah tangga yang menerapkan 3R 

pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan namun 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Kenaikan 

persentase dikarenakan penambahan jumlah bank sampah dan 

TPS3R, dengan semakin bertambahnya fasilitas pemilahan sampah, 

maka pengelolaan sampah dengan konsep 3R akan semakin efektif. 

Pada tahun anggaran 2020 direncanakan kegiatan Pembentukan 

Bank Sampah, yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

sampah yang terpilah, sehingga tidak lagi ada sampah plastik yang 

terangkut ke TPA. 

h. Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) 

Realisasi indikator persentase Perikanan Tangkap sebesar 4% pada 

tahun 2016 sampai dengan 2020 telah mencapai target yang 

ditetapkan. Kenaikan persentase dikarenakan adanya penambahan 

jumlah armada penangkapan, jumlah alat tangkap, jumlah nelayan 

dengan semakin bertambahnya factor diatas mampu mendukung 

aktifitas penangkapan ikan. Disisi lain tersedianya fasilitas 

penunjang seperti jalan akses menuju TPI, perbaikan sarana TPI 

serta peningkatan kapasitas sumberdaya nelayan semakin 

membaik. 

i. Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) 
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Realisasi indikator persentase Perikanan Budidaya sebesar 3% pada 

tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan 

penurunan produksi. Kenaikan produksi terjadi pada tahun 2016 

sampai dengan 2019 dikarenakan adanya penerapan teknologi 

budidaya udang vanname yang sebelumnya tradisional menjadi 

semi intensif dan intensif. Penerapan teknologi semi intensif dan 

intensif oleh pembudidaya tambak difokuskan pada penerapan 

jumlah padat tebar benur dan penambahan sarana dan prasarana 

budidaya. Kenaikan produksi budidaya juga terjadi pada budidaya 

air tawar seperti budidaya ikan lele, nila dan gurami. Penurunan 

produksi budidaya terjadi pada tahun 2020 sebesar (-12,67%) dari 

tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti :  

1) Kelesuan pasar secara global 

2) Penundaan panen  

3) Tidak lancarnya distribusi benih dan pakan 

4) Terbatasnya aktifitas pembudidaya akibat terjadinya pandemi 

Covid-19 

5) Turunnya harga jual produksi udang dan ikan 

Namun usaha perbaikan dan solusi pemecahan masalah diatas 

terus dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga 

kedepan aktifitas budidaya perikanan dapat kembali berjalan 

normal. 

j. Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki 

sertifikat CBIB meningkat 

Pembudidaya ikan yang memiliki sertifikat CBIB adalah kelompok 

budidaya ikan yang memenuhi syarat baik secara teknis maupun 

non teknis dan yang lebih penting lagi kelompok tersebut telah lolos 

audit dari Kementrian Kelautan dan Perikan (Dirjen Perikanan 

Budidaya). Jumlah kelompok pembudidaya yang memiliki sertifikat 

CBIB sebanyak 11 kelompok pada tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2020 menunjukan bahwa kelompok-kelompok pembudidaya 

ikan di tahun mendatang masih perlu pembinaan lebih intensif agar 

jumlah kelompok yang memiliki CBIB dapat bertambah terus. 

k. Cakupan wilayah pengembangan TPI 

Cakupan wilayah pengembangan TPI sesuai target sebanyak 7 

lokasi namun dalam realisasi tercapai 5 lokasi yaitu TPI Jatikontal, 

Jatimalang, Pagak, Keburuhan dan Kertojayan. Rencana 
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pengembangan TPI sebanyak 2 lokasi yaitu TPI Patutrejo dan 

Ketawangrejo ternyata belum dapat direalisasikan. Faktor utama 

yang menjadi kendala adalah belum Clear and Clean calon lokasi 

pembangunan TPI. Saat ini lahan calon lokasi berada pada tanah 

negara yang memerlukan perizinan khusus dalam pemanfaatannya. 

2. Target dan Realisasi Kinerja Keuangan DINLHP Tahun 2016-2021  
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Tabel 2.5 
 Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo 

Tahun 2016 - 2021 

Uraian 
Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A. Urusan 
Lingkungan 
Hidup     

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  

Program 
Peningkatan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

  3.137.
776.66
0 

2.454.
903.39
2 

4.512.
868.71
7 

6.183.
728.68
9 

7.553.
814.83
4 

    5.216.
407.85
3 

5.160.
915.94
9 

5.756.
023.42
2 

1.746.
769.33
9 

  0,0
% 

21
2,5
% 

11
4,4
% 

93,
1% 

23,
1% 

Program 
Pengendalian 
pencemaran 
lingkungan 

  519.50
8.027 

352.94
6.965 

731.46
9.717 

726.50
3.161 

170.46
7.085 

  1.755.
466.15
7 

608.89
9.060 

1.220.
399.36
0 

424.86
1.307 

168.93
4.429 

  33
7,9
% 

17
2,5
% 

16
6,8
% 

58,
5% 

99,
1% 

Program 
Pengendalian 
kerusakan 
lingkungan 

  519.50
8.027 

352.94
6.965 

731.46
9.717 

1.114.
637.71
9 

249.29
5.795 

  3.439.
442.50
0 

1.261.
150.32
1 

2.454.
174.09
8 

1.830.
335.63
8 

808.34
6.130 

  66
2,1
% 

35
7,3
% 

33
5,5
% 

16
4,2
% 

32
4,3
% 

Program 
Pengelolaan 
Persampahan 
dan limbah 

  1.207.
435.11
4 

1.126.
328.89
6 

2.489.
563.59
5 

3.620.
053.30
9 

4.493.
379.82
6 

  4.196.
253.59
1 

1.615.
601.36
7 

2.043.
126.22
1 

81.045
.700 

598.20
1.000 

  34
7,5
% 

14
3,4
% 

82,
1% 

2,2
% 

13,
3% 

Program 
Pengelolaan 
Sampah 

1.812.
270.00
0 

          1.410.
788.49
3 

          77,
8% 

          

Program 
Pengelolaan 
Keanekaragam
an Hayati 

379.32
3.000 

          333.71
0.300 

          88,
0% 

          

Program 
Pengendalian 

844.90
0.000 

          629.52
2.600 

          74,
5% 
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pencemaran 
dan 
kerusakan 
lingkungan 
hidup 
B. Urusan 
Perikanan 

                                    

Program 
Peningkatan 
Produksi 
Perikanan 

3.933.
956.00

0 

4.707.
656.33

0 

6.569.
878.11

8 

3.322.
840.20

8 

3.194.
438.05

8 

1.088.
585.06

0 

1.556.
720.46

9 

1.297.
534.88

0 

982.05
2.910 

1.122.
554.10

4 

1.032.
735.10

0 

45.818
.600 

39,
6% 

27,
6% 

14,
9% 

33,
8% 

32,
3% 

4,2
% 

Program 
Agribisnis 
Komoditas 
Unggulan 
Perikanan 

0 44.048
.062 

305.77
0.885 

598.86
4.095 

820.89
0.837 

979.44
6.720 0 141.26

7.350 
419.74
3.450 

120.27
8.900 

39.999
.900 

6.020.
300 

#DI
V/0
! 

32
0,7
% 

13
7,3
% 

20,
1% 

4,9
% 

0,6
% 

 
Sumber data : CALK DLH Kab. Purworejo & DPPKP Kab. Purworejo *data 2021 merupakan data sementara Semester I 
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Capaian realisasi keuangan dibanding target anggaran yang 

dirumuskan pada renstra cukup fluktuatif, hal ini dikarenakan 

beberapa faktor antara lain : 

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

2. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target 

sasaran antara lain:  

1) Fasilitasi pengelolaan lingkungan yang semakin ditingkatkan.  

2) Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian fungsi 

lingkungan semakin meningkat. 

3) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang dilakukan setiap tahun.  

4) Pengendalian lingkungan melalui pelayanan izin lingkungan 

maupun penanganan pengaduan kasus lingkungan.  

5) Terbentuknya bank sampah di desa-desa  

6) Fasilitas sarana penangkapan ikan meningkat 

7) Fasilitas prasarana di tempat pendaratan ikan dan Tempat 

Pelelangan Ikan semakin memadai. 

8) Kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan semakin meningkat 

9) Diversifikasi alat tangkap yang dimiliki nelayan semakin sesuai 

dengan musim dan jenis ikan 

10) Tersedianya induk dan benih ikan unggul 

4. Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian target sasaran 

antara lain:  

1) Bakteri coli dan e coli melebihi baku mutu 

2) Terjadi alih fungsi lahan untuk tempat tinggal maupun tempat 

usaha 

3) Terbatasnya lahan untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) 

atau taman publik 

4) Banyaknya masyarakat yang abai terhadap dampak kegiatan yang 

dilakukan terhadap lingkungan 

5) Kendala koordinasi kebijakan dengan dinas lain ataupun DLHK 

Provinsi Jawa Tengah 

6) Belum lengkapnya fasilitas TPI  

7) Musim dan wilayah tangkapan ikan yang sering berubah 

8) Kurangnya armada penangkapan yang tersedia 
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9) Ketersediaan induk dan benih ikan unggul masih terbatas 

10) Penerapan teknologi budidaya oleh pembudidaya ikan masih 

kurang 

5. Strategi Pemecahan Masalah:  

1) Memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik 

yang dapat berfungsi sosial dan ekonomis. 

2) Mendorong masyarakat secara sadar untuk menanam pohon.  

3) Menyusun materi peraturan daerah yang mengatur tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

4) Mensyaratkan pembangunan IPAL komunal untuk mengolah 

limbah rumah tangga sebelum dibuang ke badan air sungai bagi 

pengembang/properti 

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan melalui 

gerakan-gerakan yang mampu mengajak masyarakat untuk dapat 

peduli terhadap kebersihan lingkungan. 

6) Meningkatkan kemampuan/kapasitas nelayan melalui teknologi 

dan informasi yang berhubungan dengan penangkapan ikan 

7) Meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk melaksanakan 

budidaya ikan secara efektif dan ramah lingkungan 

8) Mendorong nelayan agar memahami karakteristik wilayah dan 

musim tangkapan ikan 

9) Meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk menggunakan 

induk dan benih unggul bersertifikat 

10) Meningkatkan kemampuan pengelola TPI dalam pelayanan 

penyelenggaraan tempat pelelangan ikan 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

2.4.1 Tantangan Perangkat Daerah 

1) Meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan/usaha/industri yang 

berpotensi mencemari lingkungan baik air dan udara. 

2) Adanya isu lingkungan global seperti pemanasan global, perubahan 

iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan tutupan lahan. 

3) Meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga 

4) Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keindahan dan 

kebersihan kawasan perkotaan 
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5) Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atas layanan 

persetujuan lingkungan yang cepat, transparan dan akuntabel 

6) Adanya pusat pertumbuhan baru yaitu Bandara YIA (Yogyakarta 

International Airport), kawasan BOB (Badan Otorita Borobudur) dan 

Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, yang berpotensi bagi 

pengembangan kemajuan wilayah sekitar Proyek Strategis Nasional 

tersebut 

7) Tingkat pemanfaatan hasil tangkapan dan budidaya ikan yang 

dicapai masih rendah dibandingkan tingkat potensi lestari yang ada 

8) Semakin meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun 

regional terhadap hasil perikanan  

9) Semakin meningkatnya animo masyarakat desa pesisir berusaha 

dibidang usaha perikanan 

10) Tersedianya lahan yang non produktif untuk beralih fungsi menjadi 

lahan produktif dibidang perikanan 

11) Semakin meningkatnya animo pembudidaya ikan terhadap 

penerapan teknologi budidaya ikan lebih intensif 

 

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan 

hidup, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Adanya SDM Pengelola Lingkungan yang potensial; 

2) Perkembangan Teknologi Informasi semakin memudahkan pelayanan 

kepada masyarakat dengan cepat, transparan dan akuntabel baik 

secara dalam jaringan dan luar jaringan; 

3) Penyederhanaan pelayanan persetujuan lingkungan melalui Undang-

Undang Cipta Kerja, akan lebih meningkatkan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat; 

4) Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan persampahan akan 

meningkatkan kecepatan penyelesaian persoalan persampahan. 

5) Penerapan teknologi budidaya ikan dan penangkapan ikan guna 

tercapainya usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan 

6) Penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan 

pengendalian hama dan penyakit ikan serta jejaring pemasaran 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah 

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

Perangkat Daerah dimasa datang. Isu Strategis ditentukan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 

1. Kinerja Pelayanan OPD 

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi 

3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 

4. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Verifikasi Provinsi 

5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka 

panjang.  

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 

tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 

Kabupaten Purworejo mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup 

dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi 

konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan 

penaatan lingkungan, pengelolaan persampahan dan keanekaragaman 

hayati serta perikanan. 
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Selain tugas di atas, terdapat beberapa urusan yang ditangani 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, antara lain :  

a. Pelaporan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), yang 

komponen pendukungnya meliputi IKA (Indeks Kualitas Air), 

IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan atau Vegetasi) 

b. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup) Kabupaten Purworejo. 

c. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk 

KRP (Kebijakan Rencana Program) Border City dan Kawasan 

Purworejo - Kutoarjo. 

d. Pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah 

Kabupaten Purworejo. 

e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Purworejo. 

f. Penyimpanan sementara limbah B3 (Bahan berbahaya dan 

beracun) 

g. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten Purworejo. 

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin PPLH (Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purworejo. 

i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat 

daerah Kabupaten Purworejo. 

j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH, yaitu:  

• Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/izin PPLH 

diterbitkan oleh pemerintah daerah. 

• Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di 

daerah Kabupaten Purworejo. 

k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah 

Kabupaten Purworejo. 

l. Pengelolaan persampahan. 

m. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. 

n. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 
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o. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

p. Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil. 

q. Pengelolaan pembudidayaan ikan. 

r. Pengawasan sumberdaya perikanan 

s. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

t. Penjaminan ketersediaan usaha perikanan 

u. Pendampingan fasilitasi teknologi budidaya, kelembagaan dan 

permodalan 

Dari urusan tersebut, terdapat beberapa isu strategis 

masalah lingkungan hidup dan perikanan seperti pemanasan 

global, perubahan iklim, tingginya pencemaran dan perusakan 

lingkungan, serta beberapa isu terkait perikanan seperti daya saing 

produk perikanan tangkap dan kualitas nelayan yang masih 

rendah, juga masih tingginya Illegal, Unregulated and Unreported 

(IUU) Fishing. Selain isu strategis tersebut, terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kab. Purworejo, antara lain : 

1. Meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan/usaha/industri yang 

berpotensi mencemari lingkungan baik air dan udara. 

2. Adanya isu lingkungan global seperti pemanasan global, 

perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan 

tutupan lahan; 

3.  Meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga; 

4. Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keindahan 

dan kebersihan kawasan perkotaan; 

5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atas 

layanan persetujuan lingkungan yang cepat, transparan dan 

akuntabel; 

6. Masih rendahnya rumah tangga yang menerapkan 3 R; 

7. Masih rendahnya kegiata/usaha yang mencukupi luasan RTH 

Privat dan Publik; 

8. Layanan persampahan belum mencakup seluruh wilayah 

kabupaten; 

9. Belum optimalnya Bank Sampah; 

10. Terjadinya degradasi lahan di kawasan bekas pertambangan; 
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11. Meningkatnya alih fungsi lahan; 

12. Terjadinya intrusi air laut, karena penggunaan air tanah yang 

cukup besar di daerah pesisir; 

13. Belum optimalnya budidaya ikan dan udang; 

14. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan 

pembudidaya ikan dalam penerapan CBIB; 

15. Minimnya hari melaut nelayan dalam 1 tahun yang disebabkan 

oleh gelombang tinggi dan cuaca buruk; 

16. Masih minimnya sarana pengolahan dan pemasaran yang 

memenuhi standar CPIB; 

17. Belum tertatanya Kawasan budidaya udang; 

18. Belum tersedianya regulasi terkait dengan Kawasan budidaya 

udang; 

19. Belum tersedianya Balai Benih Ikan yang representatif; 

20. Masih minimnya sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang 

lingkungan hidup dan perikanan 5 tahun ke depan, diharapkan 

beberapa hal-hal sebagai berikut : 

1. Tercapainya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sebagai 

indikator kinerja utama terkait lingkungan hidup, yang meliput: 

o IKA (Indeks Kualitas Air) hulu, hilir dan muara yang sesuai 

baku mutu untuk kualitas air permukaan pada 3 (tiga) DAS 

yaitu DAS Bogowonto, DAS Jali dan DAS Wawar 

o IKU (Indeks Kualitas Udara) ambient pada Kawasan 

permukiman, sekitar industri, perkantoran dan jalan raya  

o IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) vegetasi yang menutup 

permukaan tanah yang dapat mencegah erosi, menahan 

pukulan dan laju air permukaan, serta menyimpan air bawah 

tanah 

2. Tercapainya target IKPS (Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah) 

sesuai kondisi daerah, yang merupakan perwujudan dari :  

o Pelayanan persampahan kawasan perkotaan 

o Meningkatnya cakupan layanan persampahan di wilayah 

kabupaten 

o Berkembangnya pemanfaatan Bank Sampah dan pola 3 R 
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o Tersedianya TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah berbasis 

Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi sampah yang 

dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). 

3. Meningkatnya jumlah penanggung jawab usaha yang taat 

terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan  

o Meningkatnya pengelolaan limbah cair dan padat yang 

dihasilkan kegiatan/usaha 

o Meningkatnya pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan yang 

berlaku 

o Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang berizin 

4. Tercapainya target peningkatan produksi perikanan yang 

dihasilkan dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap  

o Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan 

pelaku usaha perikanan 

o Terlaksananya fasilitasi kelembagaan nelayan, budidaya dan 

poklahsar 

o Terlaksananya pelayanan izin usaha perikanan dan 

rekomendasi pembelian BBM (subsidi) bagi pelaku usaha 

perikanan 

o Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit ikan 

o Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di 

TPI 

5. Meningkatnya indek angka konsumsi ikan 

6. Terlaksananya pengawasan sumberdaya ikan di perairan umum 

o Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pengawas 

(POKMASWAS) sumberdaya ikan 

7. Terlaksananya penyusunan data dan informasi perikanan 

8. Terwujudnya kelestarian sumberdaya perairan 

o Tercapainya tatakelola budidaya ikan, penangkapan ikan, 

serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan 

9. Hal lain terkait lingkungan hidup dan perikanan : 

o Terakreditasinya Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan 

o Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup di 

kawasan pesisir, sekaligus antisipasi Tsunami. 
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o Meningkatnya perusahaan dan instansi pemerintah yang 

memiliki dokumen lingkungan 

o Identifikasi MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH 

yang berada di Kabupaten Purworejo. 

o Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional  dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 

Kabupaten Purworejo. 

o Tercapainya target RTH 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik 

dan 10% RTH Privat. 

o Peningkatan kelembagaan koperasi berbasis usaha perikanan 

o Peningkatan kelembagaan kelompok usaha garam 

o Peningkatan kepemilikan sertifikat lahan/tanah lokasi 

budidaya ikan 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode Tahun 2021-2026, 

yaitu:  

 “PURWOREJO BERDAYA SAING 2025”. 

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan beberapa misi, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan mendukung misi kedua dan kelima 

sebagai berikut : 

Misi ke dua : “MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR PERTANIAN 

DALAM ARTI LUAS YANG SINERGI DENGAN PENGEMBANGAN UMKM, 

PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI” 

Misi ke lima : “MENINGKATKAN DAYA SAING SARANA PRASARANA 

DAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG KEMAJUAN TEKNOLOGI 

INFORMASI” 

Dari Visi dan Misi tersebut, Urusan Lingkungan Hidup mendukung 

misi ke lima yaitu peningkatan daya saing sarana prasarana dan 

infrastruktur yang dilakukan berwawasan lingkungan, dimana segala 

upaya pengelolaan potensi dilandasi dengan prinsip untuk 

mempertahankan daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan 

kualitas lingkungan sehingga menjamin berlangsungnya proses 
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pembangunan yang berkelanjutan. Urusan Perikanan mendukung visi ke 

dua dimana sektor pertanian yang dimaksud mencakup pertanian, 

kehutanan, dan perikanan sesuai yang dijelaskan pada Tujuan dan 

Sasaran Pembangunan Daerah.  

Faktor pendorong dan penghambat kinerja DINLHP Kab. Purworejo dalam 

mendukung visi, misi, serta program pembangunan daerah dijabatkan 

pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Purworejo 

Tahun 2021 – 2026 

No 

Visi, Misi, dan 
Program Bupati 

dan Wakil Bupati 
Tahun 2021 - 

2026 

Permasalahan Faktor Pendorong Faktor 
Penghambat 

1 2 3 4 5 
A Urusan Lingkungan Hidup 
1 Visi - 

PURWOREJO 
BERDAYA SAING 
2025 
Misi ke 5 - 
Meningkatkan 
daya saing sarana 
prasarana dan 
infrastruktur yang 
didukung 
kemajuan 
teknologi informasi 
PPD - Program 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

1. Kualitas 
Lingkungan Hidup 
yang belum 
mencapai Target 
2. Masih 
rendahnya Rumah 
Tangga yang 
menerapkan 3R 
3. Meningkatnya 
jumlah 
kegiatan/usaha di 
kabupaten 
4. Masih 
rendahnya 
pengelolaan 
limbah cair, padat, 
dan B3 

1. Fasilitasi 
pengelolaan 
lingkungan yang 
semakin ditingkatkan 
2. Pengendalian 
lingkungan melalui 
pelayanan izin 
lingkungan maupun 
penanganan 
pengaduan kasus 
lingkungan 
3. Terbentuknya bank 
sampah di desa-desa  
4. Pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
usaha dan/atau 
kegiatan yang 
dilakukan setiap 
tahun.  

1. Kandungan 
bakteri fecal coli di 
beberapa perairan 
masih tinggi 
2. Terjadinya alih 
fungsi lahan dan 
terbatasnya lahan 
untuk RTH 
3. Banyaknya 
masyarakat yang 
abai terhadap 
dampak kegiatan 
yang dilakukan 
terhadap 
lingkungan 
4. Belum ada 
industri yang 
mendapatkan 
proper 

B Urusan Perikanan 
1 Visi - 

PURWOREJO 
BERDAYA SAING 
2025 
Misi ke 2 - 
Meningkatkan 
daya saing sektor 
pertanian dalam 
arti luas yang 
sinergi dengan 
pengembangan 
UMKM, 
perdagangan, dan 
industri 
PPD - Program 
Peningkatan Nilai 
Tambah Sektor 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

1. Belum 
optimalnya 
budidaya ikan dan 
udang; 
2. Masih 
rendahnya tingkat 
kemampuan dan 
keterampilan 
pembudidaya ikan 
dalam penerapan 
CBIB Masih 
minimnya sarana 
pengolahan dan 
pemasaran yang 
memenuhi standar 
CPIB 

1. Fasilitas sarana 
penangkapan ikan 
meningkat 
2. Kemampuan 
nelayan dan 
pembudidaya ikan 
semakin meningkat 
3. Diversifikasi alat 
tangkap yang dimiliki 
nelayan semakin 
sesuai dengan musim 
dan jenis ikan 
4. Tersedianya induk 
dan benih ikan 
unggul 

1. Belum 
lengkapnya fasilitas 
TPI  
2. Musim dan 
wilayah tangkapan 
ikan yang sering 
berubah 
3. Kurangnya 
armada 
penangkapan yang 
tersedia 
4. Penerapan 
teknologi budidaya 
oleh pembudidaya 
ikan masih kurang 

Sumber : Analisis tim penyusun, 2021 
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Dengan visi dan misi yang ditetapkan, direncanakan beberapa program 

unggulan dan program inovasi daerah, program unggulan yang terkait 

dengan DINLHP, yaitu : 

1. Dolan Purworejo' atau 'Jalan Jalan Purworejo' merupakan akronim 

dari Daya Tarik Wisata Internasional Andalan Purworejo memiliki 

maksud sebagai pembangunan destinasi wisata dengan 

event/pertunjukkan berkelas internasional yang terintegrasi secara 

spasial yang dilengkapi dengan sarana transportasi pendukung serta 

akomodasinya. Salah satu rencana implementasi program unggulan ini 

dilaksanakan oleh DINLHP, yaitu Pembangunan Gapura Batas 

Wilayah. Rencana pembangunan gapura ini berada di Batas Wilayah 

Kab. Purworejo. 

2. 'Purworejo Tangkas' adalah program unggulan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo 

dengan meningkatkan fasilitas dan pengembangan kompetensi 

SDM pelayan publik yang dapat mendukung pada upaya 

percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Seluruh 

Perangkat Daerah mendukung program unggulan ini, termasuk 

DINLHP. Terdapat 2 rencana implementasi yang akan 

dilaksanakan, yaitu upaya penciptaan suasana kerja kondusif 

melalui rehabilitasi gedung yang representatif dan perlengkapan 

mebel yang memadai, serta penyediaan tenaga ahli pendamping 

pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk 

tenaga ahli pendamping direncanakan merupakan seorang 

akademisi yang ahli pada Bidang City Planning and Environmental, 

supaya dapat mengarahkan pengembangan yang berwawasan 

lingkungan.  

Selain program unggulan, terdapat program inovasi yang direncanakan, 

dan program inovasi yang berkaitan dengan DINLHP Kab. Purworejo, 

yaitu: 

1. Sanding Erat Desa Kita merupakan sebuah konsep pendampingan 

desa oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo sebagai 

upaya pengentasan kemiskinan. Sanding Erat Desa Kita adalah 

akronim dari Satu Pendamping Perangkat Daerah di Desa Prioritas 

untuk Masyarakat “KITA” (kuat secara ekonomi, inovatif, tata 
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tentrem, ayem lan akur). DINLHP ditunjuk untuk mendampingi 

Desa Somogede dan Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh. 

Berdasarkan tupoksi DINLHP dan permasalahan yang dihadapi oleh 

kedua desa, direncanakan hibah tanaman konservasi, untuk 

mengurangi peluang terjadinya bencana kekeringan dan tanah 

longsor. 

2. One Agency One Innovation merupakan sebuah konsep yang 

dirancang dengan mengembangkan minimal satu inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masing-

masing Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo. Program inovasi 

ini dikembangkan dalam rangka mengatasi isu tata kelola 

kelembagaan dan mendukung pelaksanaan misi keempat yaitu 

meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan 

pemerintahan yang baik guna mewujudkan good governance. 

Dengan adanya program inovasi ini, direncanakan DINLHP akan 

berkontribusi inovasi dalam pelayanan publik tiap tahunnya. 

 

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi 

3.3.1 Telaahaan terhadap Rencana Strategis KLHK 

Presiden Republik Indonesia mengarahkan pembangunan jangka 

menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 

melalui perumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai 

berikut : 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” 

Untuk mewujudkan Visi di atas, dijabarkan 9 (Sembilan) Misi 

Pembangunan Nasional sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan 
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9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 

berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan, Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merumuskan 4 

(empat) Sasaran strategis pembangunan, adapun yang sangat terkait 

dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yaitu 

Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta 

tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:  

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target kinerja 

sebesar 68,71 – 69,74 

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi 

pada Sektor Kehutanan dan Limbah dengan target kinerja 

sebesar 16,28 – 17,54 %. 

3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan target kinerja 

sebesar 61 – 70. 

Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan 

Hidup Kab. Purworejo berdasarkan Renstra KLHK RI Tahun 2020 – 
2024 

 

Sasaran 
Renstra KLHK  

Permasalahan Faktor 
Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 
Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 
dengan target 
kinerja sebesar 
68,71 – 69,74 

1. Total coli dan 
fecal colli pada 
3 DAS masih 
diatas baku 
mutu 

2. Meningkatnya 
pencemaran 
oleh 
industri/usaha 

3. Terjadi alih 
fungsi lahan 
untuk tempat 
tinggal 
maupun 
tempat usaha 

1. Menurunnya 
semangat dan 
motivasi 
sekolah dan 
masyarakat  
dalam 
melaksanakan 
gerakan peduli 
dan berbudaya 
lingkungan 
hidup 

2. Laboratorium 
belum 
terakreditasi 
sehingga 
belum dapat 
memberikan 
layanan ke 
eksternal 

1. Pembinaan 
dan 
pengawasan 
terhadap 
usaha 
dan/atau 
kegiatan yang 
dilakukan 
setiap tahun.  

2. Pengendalian 
lingkungan 
melalui 
pelayanan izin 
lingkungan 
maupun 
penanganan 
pengaduan 
kasus 
lingkungan. 

3. Banyak 
kegiatan 
penghijauan 
yang dilakukan 
oleh beberapa 
OPD seperti 
DLH, DPPKP, 
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Perhutani 
Penurunan 
Emisi Gas 
Rumah Kaca 
(GRK) yang 
terverifikasi 
pada Sektor 
Kehutanan dan 
Limbah dengan 
target kinerja 
sebesar 16,28 – 
17,54 % 

1. Timbulan 
sampah per 
hari 0,6 
kg/jiwa setara 
dengan 432 
ton sampah 
masyarakat 
Purworejo.  

2. Kemampuan 
pengelolaan 
sampah 
perkotaan 
yang dibuang 
ke TPA 
Gunung 
Tumpeng 
(Desa Jetis, 
Kec. 
Purworejo) 
adalah 40 ton 
per hari. 

3. Masih 
rendahnya 
Rumah 
Tangga yang 
menerapkan 
3R  

4. Volume 
sampah yang 
tertangani 3R 
masih kurang 

5. Belum 
optimalnya 
Bank Sampah 

1. Sarana dan 
prasarana 
persampahan 
yang masih 
konvensional 

2. Keterbatasan 
tenaga 
fasilitator 
pengelolaan 
sampah di 
Kawasan 
perkotaan 
dan 
Kabupaten. 

1. Fasilitasi 
pengelolaan 
lingkungan 
yang semakin 
ditingkatkan. 

2. Terbentuknya 
bank sampah 
di desa-desa 

Indeks Kinerja 
Pengelolaan 
Sampah (IKPS) 
dengan target 
kinerja sebesar 
61 – 70. 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021 

 

3.3.2 Telaahaan terhadap Rencana Strategis KKP 

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang 

dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementrian Kelautan dan 

Perikanan merumuskan beberapa sasaran strategis, antara lain : 

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat 

2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat 

3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan 

4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan 

meningkat 

5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan 

6. Tata kelola SDKP bertanggung jawab 

7. Industrialisasi KP berdaya saing 
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8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif 

9. Tatakelola pemerintahan yang baik 

Beberapa sasaran Strategis KKP yang dapat didukung oleh DINLHP, 

beserta faktor pendorong dan penghambat dijabarkan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DINLHP Kab. Purworejo 

berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020 – 2024 
Sasaran Renstra 

KKP 
Permasalahan Faktor 

Penghambat Pendorong 
1 2 3 4 

Terwujudnya 
kesejahteraan 
masyarakat KP 
(SS-1) 

1. Pemantapan 
kedaulatan 
pangan melalui 
peningkatan 
produksi 
perikanan 
(tangkap, 
budidaya dan 
garam), perbaikan 
sistem distribusi, 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana; 

2. Masih tingginya 
resiko usaha dan 
belum adanya 
jaminan usaha 
kelautan dan 
perikanan; 

3. Belum optimalnya 
upaya 
peningkatan nilai 
tambah melalui 
pengolahan hasil 
perikanan dan 
jaminan 
keamanan 
pangan; 

4. Menurunnya daya 
dukung dan 
kerusakan 
ekosistem pesisir 
(mangrove, 
terumbu karang 
dan padang 
lamun). 

1. Kurangnya 
kualitas sumber 
daya manusia 

2. Kurangnya akses 
permodalan 

3. Terbatasnya 
infrastruktur/sar
ana dan 
prasarana 
pendukung 

4. Kurangnya 
penerapan 
teknologi 

5. Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk 
mengkonsumsi 
ikan 

6. Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk menjaga 
kelestarian 
ekosistem pesisir 

7. Kurang 
optimalnya 
pengawasan SDI 

8. Perijinan sektor 
Kelautan dan 
Perikanan yang 
melibatkan 
banyak instansi 

1. Tersedianya SDM 
aparatur dalam 
pembinaan pelaku 
usaha perikanan 

2. Tingginya 
permintaan ikan dan 
benih 

3. Tersedia potensi 
pengembangan 
perikanan (lahan, 
air, panjang pantai) 

4. Dukungan anggaran 

Terwujudnya 
kedaulatan dalam 
pengelolaan SDKP 
(SS-2) 
Terwujudnya 
pengelolaan SDKP 
yang partisipatif, 
bertanggung jawab 
dan berkelanjutan 
(SS-3) 
Terselenggaranya 
Tata Kelola 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Kelautan dan 
Perikanan yang 
Adil, Berdaya Saing 
dan Berkelanjutan 
(SS-5) 
Terselenggaranya 
Pengendalian dan 
Pengawasan 
Sumberdaya 
Kelautan dan 
Perikanan yang 
partisipatif (SS-6) 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021 

 

3.3.3 Telaahan terhadap Rencana Strategis DLHK Prov. Jateng 

Rencana pembangunan jangka menengah provinsi Jawa Tengah 

tahun 2018 – 2023 selaras dengan visi Gubernur Jawa Tengah, berikut : 

”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Tetep Mboten 

Korupsi, Mboten Ngapusi” 

Sebagai upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa 

Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu: 
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1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan 

guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas  

sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota 

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan 

kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih 

berbudaya dan mencintai lingkungan 

Untuk melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ke 3 

(tiga) dan 4 (empat), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menetapkan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018 – 2023, sebagai 

berikut : 

1. Menurunnya pencemaran air permukaan dengan indikator kinerja 

sasaran Indeks Pencemaran Air 3,452 % ; 

2. Menurunnya pencemaran udara dengan indikator kinerja sasaran 

Indeks Pencemar SO2 dan NO2 sebesar 0,2 %; 

3. Meningkatnya luas tutupan lahan dengan indikator kinerja 

sasaran Luas Tutupan Lahan (LTV) sebesar 16.555,86 Ha ; 

4. Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan dengan indikator 

kinerja sasaran Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan sebesar 

0,47 %. 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo 

disusun mengacu RPJMD Kabupaten Purworejo juga harus mengacu 

pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dalam hal ini Rencana 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

Di samping itu, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup juga 

mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, karena Kabupaten Purworejo 

merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, maka secara otomatis 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo harus mendukung 

RPJMD Provinsi melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 3.4 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  

DINLHP Kab. Purworejo berdasarkan  
Renstra DLHK Prov. Jateng Tahun 2018 - 2023 

Sasaran 
Renstra DLHK 
Prov. Jateng 

Permasalahan Faktor 

Penghambat Pendorong 
1 2 3 4 
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Menurunnya 
pencemaran air 
permukaan 
dengan 
indikator 
kinerja sasaran 
Indeks 
Pencemaran Air 
3,452 % 

Total coli dan 
fecal coli pada 3 
DAS masih 
diatas baku 
mutu 

 

Masih 
banyaknya 
limbah tinja 
manusia 
ataupun hewan 
yang dibuang 
ke sungai 

Rencana Sistem 
Jaringan 
Prasarana Wilayah 
sudah 
merencakan 
beberapa hal 
berikut : 
1. Pengembangan 

Instalasi 
Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) di 
kawasan 
permukiman 
perkotaan 

2. Pemenuhan 
akses jamban 
sehat untuk 
setiap rumah 
tangga 

3. Pengembangan 
jamban 
komunal  

4. pengembangan 
sanitasi berbasis 
masyarakat di 
kawasan 
permukiman 
padat 

Menurunnya 
pencemaran 
udara dengan 
indikator 
kinerja sasaran 
Indeks 
Pencemar SO2 
dan NO2 sebesar 
0,2 % 

Masih 
rendahnya 
perusahaan yang 
melakukan uji 
emisi untuk 
sumber yang 
bergerak dan 
tidak bergerak 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Kegiatan/ 
Usaha yang 
belum optimal 

Bentang alam Kab. 
Purworejo 
memiliki status 
Jasa Ekosistem 
Pemeliharaan 
Kualitas Udara 
tinggi 

Meningkatnya 
luas tutupan 
lahan dengan 
indikator 
kinerja sasaran 
Luas Tutupan 
Lahan (LTV) 
sebesar 
16.555,86 Ha 

Terjadi alih 
fungsi lahan 
untuk tempat 
tinggal maupun 
tempat usaha 

Adanya 
degradasi lahan 
di lahan bekas 
pertambangan 

Ketentuan 
peruntukan ruang 
terbuka hijau 
(RTH) 30% (Privat 
10%, Publik 20%) 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021 

3.3.4 Telaahan terhadap Rencana Strategis DKP Prov. Jateng 

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah, dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang ada 

di DKP Prov Jateng, dirumuskan beberapa sasaran strategis yang termuat 

dalam renstra DKP Prov Jateng Tahun 2018 – 2023. Melihat tupoksi DINLHP 
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ada beberapa sasaran stragis yang dapat didukung oleh DINLHP dan akan 

dijabarkan pada tabel 3.5 

 

Tabel 3.5 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  

DINLHP Kab. Purworejo berdasarkan  
Renstra DKP Prov. Jateng Tahun 2018 - 2023 

Sasaran Renstra 
DKP Prov. Jateng Permasalahan Faktor 

Penghambat Pendorong 
1 2 3 4 

Terwujudnya 
kedaulatan pangan 
sektor kelautan 
dan perikanan 

1. Pemantapan 
kedaulatan 
pangan melalui 
peningkatan 
produksi 
perikanan 
(tangkap, 
budidaya dan 
garam), perbaikan 
sistem distribusi, 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana; 

2. Masih tingginya 
resiko usaha dan 
belum adanya 
jaminan usaha 
kelautan dan 
perikanan; 

3. Belum optimalnya 
upaya 
peningkatan nilai 
tambah melalui 
pengolahan hasil 
perikanan dan 
jaminan 
keamanan 
pangan; 

4. Menurunnya daya 
dukung dan 
kerusakan 
ekosistem pesisir 
(mangrove, 
terumbu karang 
dan padang 
lamun). 

1. Kurangnya 
kualitas sumber 
daya manusia 

2. Kurangnya akses 
permodalan 

3. Terbatasnya 
infrastruktur/sar
ana dan 
prasarana 
pendukung 

4. Kurangnya 
penerapan 
teknologi 

5. Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk 
mengkonsumsi 
ikan 

6. Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk menjaga 
kelestarian 
ekosistem pesisir 

7. Kurang 
optimalnya 
pengawasan SDI 

8. Perijinan sektor 
Kelautan dan 
Perikanan yang 
melibatkan 
banyak instansi 

1. Tersedianya SDM 
aparatur dalam 
pembinaan pelaku 
usaha perikanan 

2. Tingginya 
permintaan ikan 
dan benih 

3. Tersedia potensi 
pengembangan 
perikanan (lahan, 
air, panjang pantai) 

4. Dukungan 
anggaran 

Terwujudnya 
pengelolaan 
sumberdaya 
kelautan perikanan 
yang 
bertanggungjawab 
dan berkelanjutan 

 
 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Semakin tinggi tingkat kesesuaian 

pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan 

semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. 

Kebijakan dan strategi penataan ruang yang termuat dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2041 

meliputi : 1) kebijakan dan strategi penataan ruang, 2) rencana struktur 

ruang wilayah, 3) recana pola ruang wilayah, 4) kebijakan 

pengembangan kawasan strategis. Adapun muatan yang terkait dengan 

tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

dijabarkan sebagai berikut. 

3.4.1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi: 

a. peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten 

dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan 

perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah; 

b. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya 

dukung lingkungan hidup; 

c. pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, 

industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan 

memperhatikan pembangunan berkelanjutan; 

d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-

masing kawasan; dan 

e. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut 

kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 

Dari kelima kebijakan tersebut, terdapat 2 strategi yang 

berhubungan dengan tupoksi DINLHP, dijabarkan pada tabel 3.6 

Tabel 3.6. Telaah terhadap Stategi Penataan Ruang 

Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2041 

No Strategi Penataan Ruang Tupoksi DINLHP Kab. Purworejo 

(1) (2) (3) 

A Strategi peningkatan 

kedudukan dan peran sistem 

perkotaan Kabupaten dalam 

rangka meningkatkan 

pelayanan perkotaan dan 

perdesaan guna mendorong 

pemerataan pertumbuhan 

wilayah 

 

A.1 Meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana pengelolaan 

Melakukan pembinaan dan 

pengawasan usaha dan/atau 
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Sistem Pengelolaan Air 

Limbah (SPAL) dan 

pengelolaan limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3); 

kegiatan yang izin lingkungan dan 

izin PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purworejo 

A.2 Meningkatkan pelayanan 

sistem jaringan persampahan 

wilayah melalui 

pengembangan dan 

pembangunan Tempat 

Penampungan Sampah 

Sementara (TPS), Tempat 

Pengelolaan Sampah Reuse, 

Reduce, Recycle (TPS3R), 

Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST), dan Tempat 

Pemrosesan Akhir Sampah 

(TPA) 

Sebagai pelaku utama dalam hal 

Pengelolaan Persampahan 

Kabupaten Purworejo, sehingga 

bertanggung jawab dalam 

pengelolaan serta pengembangan 

TPS, TPS3R, TPST, dan TPA 

A.3 Meningkatkan pemenuhan 

ruang terbuka hijau (RTH) di 

kawasan perkotaan. 

DINLHP bertugas mengelola 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten Purworejo, termasuk 

diantaranya Ruang Terbuka Hijau, 

termasuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan usaha dan/atau 

kegiatan terkait pemenuhan 

luasan RTH privat dan publik 

B Strategi pelestarian dan 

peningkatan fungsi Kawasan 

Lindung dan daya dukung 

lingkungan hidup dengan  

mengembalikan kondisi 

Kawasan Lindung yang telah 

mengalami penurunan fungsi; 

DINLHP bertugas mengelola 

keanekaragaman hayati, juga 

membantu DLHK Prov Jateng 

dalam pemulihan lahan kritis 

dengan penanaman kembali 

melalui Hibah Tanaman ke 

Gapoktan 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021 

3.4.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah 

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, terdiri 

atas Sistem Jaringan Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana. Sistem 

Jaringan Perkotaan terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan 
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Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Sistem Jaringan Prasarana 

terdiri dari :  

a. sistem jaringan transportasi; 

b. sistem jaringan energi; 

c. sistem jaringan telekomunikasi; 

d. sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. sistem jaringan prasarana lainnya. 

Dalam setiap pengembangan sistem jaringan prasarana tetap 

mengacu kepada instrument lingkungan hidup terkait dampak yang 

dihasilkan pada setiap kegiatan pengembangan yang dilaksanakan. 

Rencana pengembangan sistem jaringan prasara yang terkait dengan 

tupoksi DINLHP, antara lain Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), 

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan 

Sistem jaringan persampahan. 

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi: 

a. sistem pembuangan air limbah non domestik (sewage) 

termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL), terdapat di 14 kecamatan. 

b. sistem pembuangan air limbah domestik (sewerage), 

meliputi: 

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 

(Offsite System) terdapat di seluruh kecamatan; dan 

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 

(Onsite System) terdapat di seluruh kecamatan 

B. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)  

b. Kecamatan Grabag; 

c. Kecamatan Purworejo; 

d. Kecamatan Banyuurip; dan 

e. Kecamatan Loano. 

C. Sistem jaringan persampahan wilayah, meliputi : 

a. pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan 

Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan; 

b. pengembangan dan pembangunan Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan 

c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan 

Akhir sampah (TPA) dengan sistem sanitary landfill, 

meliputi: 
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1) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di 

Kecamatan Bagelen; 

2) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di 

Kecamatan Kemiri; dan 

3) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) 

di Kecamatan Loano 

3.4.3 Rencana Pola Ruang Wilayah 

Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri dari Kawasan Peruntukan 

Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya. Kawasan Peruntukan 

Lindung meliputi Kawasan Konservasi, Kawasan Cagar Budaya, dan 

Kawasan Ekosistem Mangrove. 

a. Kawasan Konservasi berupa suaka pesisir seluas kurang lebih 

827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektare, yang terdapat di  

Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan 

Purwodadi. 

b. Kawasan Ekosistem Mangrove seluas kurang lebih 92 (sembilan 

puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Ngombol dan 

Kecamatan Purwodadi. 

Dengan adanya penetapan kawasan konservasi dan ekosistem 

mangrove di area pesisir, maka DINLHP membantu Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo dalam mengendalikan 

pemanfaatan ruang, supaya luasan konservasi dan ekosistem yang 

ditetapkan tidak berkurang setiap tahunnya.  

Kawasan peruntukan budidaya terdiri dari  

a. Kawasan hutan produksi; 

b. Kawasan perkebunan rakyat; 

c. Kawasan Pertanian; 

d. Kawasan Perikanan; 

e. Kawasan Pertambangan dan energi; 

f. Kawasan Peruntukan Industri; 

g. Kawasan Pariwisata; 

h. Kawasan Permukiman; dan 

i. Kawasan Pertahanan dan keamanan. 

Kawasan Perikanan meliputi: 

a. Kawasan Perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan 

(PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 

b. Kawasan Perikanan budidaya.  
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Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat pelelangan ikan (TPI) 

meliputi: 

a. PPI dan TPI Kertojayan di Kecamatan Grabag; 

b. PPI dan TPI Keburuhan di Kecamatan Ngombol; 

c. PPI dan TPI Pagak di Kecamatan Ngombol; 

d. PPI dan TPI Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan 

e. PPI dan TPI Jatimalang di Kecamatan Purwodadi. 

Selama ini Bidang Perikanan telah mengelola kelima PPI dan TPI 

tersebut. Adapun rencana pembangunan 2 TPI tambahan yang 

diagendakan pada RPJMD 2016 – 2021 yaitu TPI Ketawangrejo dan TPI 

Patutrejo belum bisa dibangun karena belum adanya kejelasan status 

tanah dan armada yang belum siap. Dengan tetapnya jumlah TPI dan 

PPI, direncanakan untuk optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan 

TPI dan PPI. 

Kawasan perikanan budidaya ditetapkan seluas kurang lebih 18 

(delapan belas) hektar meliputi Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano 

dan Kecamatan Bener. Karena adanya dampak pandemi covid-19 yang 

berimbas ke menurunnya produksi dan permintaan ikan budidaya, 

perlu adanya optimalisasi kuantitas budidaya dan kualitas pengelolaan 

dan produk perikanan budidaya pada 5 tahun kedepan. 

Selain kawasan perikanan, DINLHP juga perlu mempertimbangkan 

adanya kawasan peruntukan industri di kawasan pesisir seluas 922 

hektare yang tersebar di 3 kecamatan (Kecamatan Grabag, Kecamatan 

Ngombol dan Kecamatan Purwodadi), dengan adanya kawasan industri 

akan muncul timbulan limbah cair dan padat, serta limbah B3, sehingga 

fungsi pengawasan harus ditingkatkan terlebih dengan lokasi yang 

berada di pesisir ada kemungkinan timbulnya pencemaran di area 

pesisir. 

Pada saat merintis kawasan industri ataupun industri baru perlu 

adanya pengawasan dari DINLHP untuk memastikan pembangunan 

yang dilakukan sesuai kaidah yang terdapat pada instrument 

lingkungan hidup yang disusun baik oleh pemerintah ataupun pemilik 

usaha kegiatan. 

3.4.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis 

Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Purworejo terdiri 

atas Kawasan Strategis Pusat yang berada di wilayah kabupaten dan 
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Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi 

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di sekitar 

Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur, serta Kawasan Strategis 

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang 

terdiri dari 2 lokasi Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar 

Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kawasan 

Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag. 

Dengan adanya Kawasan Strategis akan menimbulkan peningkatan 

kepadatan penduduk di sekitar, aktivitas masyarakat, serta transportasi 

yang mengakibatkan meningkatnya timbulan limbah dan emisi. Apabila 

tidak diperhitungkan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air 

dan udara, serta kerusakan tanah di kawasan tersebut. 

3.4.5 Telaahan terhadap KLHS RPJMD 2021 - 2026 

KLHS RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021 – 2026 memiliki 5 isu 

strategis beserta sasaran strategis yang ditampilkan pada tabel 3.7 

Tabel 3.7  

Isu dan Sasaran Strategis KLHS RPJMD  

Kab. Purworejo Tahun 2021 – 2026 

No Isu Strategis Sasaran Strategis 

(1) (2) (3) 

1 Kebencanaan 

dan Pelestarian 

Lingkungan 

a. Meningkatnya kapasitas penanggulangan 

bencana 

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

c. Meningkatnya penanganan persampahan 

2 Pertumbuhan 

Ekonomi 

a. Meningkatnya sektor unggulan daerah 

b. Berkurangnya kesenjangan wilayah 

c. Meningkatnya investasi daerah yang inklusif 

d. Berkurangnya tingkat pengangguran 

3 Kualitas SDM a. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan 

pangan 

b. Meningkatnya kualitas kesehatan 

c. Meningkatnya kualitas pendidikan 

d. Tercapainya kesetaraan gender 

4 Kemiskinan a. Berkurangnya beban pengeluaran penduduk 

miskin 

b. Meningkatnya pendapatan penduduk miskin 

5 Tata Kelola a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan 
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Kelembagaan akuntabel 

b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel 

c. Terwujudnya pelayanan publik yang prima 

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Purworejo 2021 - 2026, 2021 

 

Dengan tupoksi yang dimiliki, DINLHP dapat memberikan andil 

dalam penyelesaian isu strategis KLHS RPJMD dijabarkan dalam tabel 

3.8 

Tabel 3.8 Telaah terhadap Sasaran Strategis KLHS RPJMD 

Kab. Purworejo Tahun 2021 – 2026 

No 
Sasaran Strategis 

KLHS RPJMD 

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis oleh 

DINLHP 

(1) (2) (3) 

1 Meningkatnya 

kapasitas 

penanggulangan 

bencana 

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

melalui  

a. perencanaan lingkungan hidup 

b. pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup 

c. pengelolaan keanekaragaman hayati 

d. pembinaan dan pengawasan 

kegiatan/usaha 

e. penerapan CBIB  

2 Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan hidup 

3 Meningkatnya 

penanganan 

persampahan 

Meningkatkan cakupan kawasan layanan 

persampahan dan proses pengolahan sampah 

yang modern dan ramah lingkungan 

4 Meningkatnya 

sektor unggulan 

daerah 

Meningkatkan pendampingan, 

pengembangan kapasitas, dan fasilitasi 

sarana prasarana pelaku usaha perikanan 

sehingga dapat meningkatkan produksi dan 

kualitas hasil perikanan 

5 Meningkatnya 

kualitas dan 

ketersediaan 

pangan 

6 Meningkatnya 

investasi daerah 

yang inklusif 

Meningkatkan mutu dan kapasitas 

pembudidayaan ikan untuk menarik minat 

investor 

7 Meningkatnya 

kualitas kesehatan 

Meningkatkan pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan, sehingga mutu ikan 
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yang dihasilkan baik 

8 Meningkatnya 

pendapatan 

penduduk miskin 

Meningkatkan Nilai Tambah Usaha 

Perikanan, melalui Pemberdayaan Pembudi 

Daya Ikan kecil 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021 

 

3.5  Penentuan Isu Strategis 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan 

memperhatikan :  

1. Visi, Misi, Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021 – 

2026 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 

Periode 2021 – 2026 

2. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 

Tahun 2020 – 2024 

3. Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan periode Tahun 2020 

– 2024 

4. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah periode 2018 – 2023 

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode 2018 

– 2023 

6. RTRW Kab. Purworejo Tahun 2021 – 2041 

7. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Purworejo 

Tahun 2021 - 2026, terhadap hasil identifikasi isu-isu 

pembangunan lingkungan hidup di Kab. Purworejo 

berdasarkan pelingkupan tersebut ditetapkan beberapa isu strategis 

yang akan ditangani sebagai berikut : 

1) Pengelolaan Persampahan  

a) Timbulan sampah per hari 0,6 kg/jiwa setara dengan 432 

ton/perhari sampah masyarakat Purworejo. 

b) Timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari ada kecenderungan 

meningkatnya sampah plastik, yang merupakan masalah tersendiri 

pada penanganan persampahan.  

c) Masih rendahnya Rumah Tangga yang menerapkan 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). 
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d) Kurangnya peran pemerintah desa dan kelurahan dalam 

pemberdayaan masyarakat pengelola sampah dari sumbernya. 

e) Keterbatasan sarana dan prasarana persampahan yang modern. 

2) Kualitas Lingkungan Hidup  

a) Keterbatasan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% yang 

terdiri dari  20% RTH Publik dan 10% RTH Privat 

b) Terbatasnya jumlah tutupan hutan/vegetasi  

c) Kegiatan pertambangan galian C, berupa batuan andesit/ batuan 

menyebabkan muka tanah terbuka dan berpotensi longsor, run-off 

dan bencana lain. 

d) Total coli dan fecal coli pada 3 DAS masih diatas baku mutu 

e) Terjadinya intrusi air laut di daerah pesisir  

3) Ketaatan Penanggung Jawab/Usaha 

a) Alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi peruntukan lainnya 

b) Meningkatnya timbulan LB3 namun belum terkelola maksimal 

c) Meningkatnya pencemaran oleh industry/usaha 

d) Menurunnya tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan 

e) Belum ada industri yang memiliki PROPER 

f) Masih rendahnya pelaku usaha yang melakukan pemanenan air 

hujan 

g) Masih banyaknya kegiatan/usaha penghasil limbah yang belum 

memiliki IPAL 

4) Produksi Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Budidaya 

a) Masih perlunya meningkatkan kenaikan produksi perikanan 

budidaya dan tangkap (per tahun); 

b) Masih perlunya tatakelola budidaya ikan, penangkapan, 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;  

c) Masih rendahnya tingkat indek konsumsi makan ikan; dan 

d) Masih perlunya penerapan pengawasan sumberdaya ikan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan 

tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-

target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi 

kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional 

tersebut. 

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo mengacu kepada Tujuan Jangka 

Menengah Daerah “Meningkatnya Infrastruktur Berbasis Kebencanaan 

dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, sehingga ditetapkan Tujuan 

Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan 

Berkelanjutan 

Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen, Kualitas Air, 

Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan. Dengan 

meningkatnya pembangunan, maka timbulan pencemar juga 

semakin meningkat. Perlu adanya upaya yang dilaksanakan 

mulai dari perencanaan hingga pemulihan dampak agar 

pembangunan yang dilaksanakan tidak berdampak terhadap 

kualitas lingkungan. 

2. Peningkatan nilai tambah usaha perikanan 

Nilai tambah usaha perikanan merupakan selisih dari 

pendapatan dibanding pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku 

sektor perikanan. Selain dipengaruhi oleh jumlah produk ikan 

yang dihasilkan, nilai tambah usaha perikanan juga dipengaruhi 

oleh harga bahan baku, bahan pendukung, dan bahan bakar 

yang digunakan, wawasan nelayan dalam meningkatkan 

kuantitan dan kualitas mutu produk perikanan, serta dukungan 

sarana dan prasarana. 

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya jumlah penanggung jawab usaha yang taat 

terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 
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Jumlah penanggung jawab yang usaha yang taat terhadap 

persetujuan lingkungan yang diterbitkan berbanding lurus 

dengan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan. Dengan 

meningkatnya ketaatan pelaku usaha maka dampak negatif yang 

timbul dari aktivitas kegiatan/usaha dapat diminimalisir. 

2. Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten 

Peningkatan pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian tidak 

hanya pemerintah namun juga masyarakat, mengingat berbagai 

dampak yang ditimbulkan akibat sampah yang tidak terkelola, 

terlebih dengan meningkatnya pembangunan dan bertambahnya 

jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan timbulan 

sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud terdiri dari 

penanganan dan pengurangan. Peningkatan penanganan dapat 

diwujudkan dengan menambah kawasan cakupan pelayanan 

sampah, sedangkan peningkatan capaian pengurangan sampah 

dapat dilakukan dengan optimalisasi peranan bank sampah, 

TPS3R dan TPST, serta peran aktif masyarakat dalam 

melaksanakan pemilahan sampah dari rumah. 

3. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan 

Produksi kelautan dan perikanan terdiri dari perikanan tangkap 

dan budidaya. Dengan meningkatnya kuantitas produksi dan 

diiringi dengan kualitas yang baik, akan meningkatkan nilai 

tambah usaha perikanan, yang juga akan berdampak terhadap 

peningkatan PDRB Sektor Perikanan dan Daya Saing Sektor 

Perikanan Kab. Purworejo.  
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

Tahun 2021 – 2026 

N
o 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 
Perangkat Daerah 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

20
26 

Sat
uan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Peningkatan 

Kualitas 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Pembangunan 
Berkelanjutan   

Indek Kualitas 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
(IKLHD) 

  

65,
67 

65,
69 

65,
71 

65,
73 

65,
75 

Inde
ks 

  

  Meningkatnya 
jumlah 
penanggung 
jawab usaha 
yang taat 
terhadap 
persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

Ketaatan 
penanggung 
jawab usaha 
dan/atau 
kegiatan 
terhadap 
persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan   

55,
00 

60,
00 

65,
00 

70,
00 

75,
00 

% 

    

Meningkatnya 
pengelolaan 
sampah di 
wilayah 
kabupaten 

Persentase 
Timbulan 
Sampah yang 
Terkelola   

42,
68 

43,
30 

43,
86 

44,
36 

44,
89 

% 

2 Peningkatan 
nilai tambah 
usaha 
perikanan 

  Nilai Tambah 
Usaha Perikanan 

  

12,
00 

12,
00 

12,
00 

12,
00 

12,
00 

% 

  

  Meningkatnya 
produksi 
kelautan dan 
perikanan 

Persentase 
Kenaikan 
Produksi 
Perikanan 
Tangkap dan 
Budidaya   

2,0
0 

2,0
0 

2,0
0 

2,0
0 

2,0
0 

% 

 



	64 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran 

serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purworejo Tahun 2021-2026 dan 

mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo mendukung terlaksananya visi dan misi 

Bupati terutama di Misi Kedua dan Misi Kelima. 

Misi ke Dua 

Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi 

dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri 

Misi ke Lima 

Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung 

kemajuan teknologi informasi 

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 
VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 

MISI 2: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan 
pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri 

Tujuan Perangkat 
Daerah 

Sasaran Perangkat 
Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Peningkatan nilai 
tambah usaha 
perikanan 

Meningkatnya 
produksi kelautan 
dan perikanan  

Penerapan CBIB ( 
Cara Budidaya Ikan 
Yang Baik) dan 
CPIB (Cara 
Penangkapan Ikan 
Yang Baik) 

Peningkatan sarana 
penangkapan ikan yang 
ramah lingkungan 

Peningakatan sarana 
prasarana budidaya dan 
perbenihan 

MISI 4 :  Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Tujuan Perangkat 
Daerah 

Sasaran Perangkat 
Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan 
Perangkat Daerah 

Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

Mewujudkan 
peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik melalui 
penyelenggaraan 
Perencanaan, 
Keuangan, serta 
Umum dan 
Kepegawaian 

Meningkatkan layanan 
administrasi urusan 
penunjang perangkat 
daerah meliputi 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja, 
administrasi umum dan 
keuangan, pengadaan dan 
pemeliharaan BMD, serta 
penyediaan jasa 
penunjang perangkat 
daerah 

MISI 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung 
kemajuan teknologi informasi 

Tujuan Perangkat Sasaran Perangkat Strategi Perangkat Arah Kebijakan 
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Daerah Daerah Daerah Perangkat Daerah 
Peningkatan 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
untuk 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

Meningkatnya 
jumlah penanggung 
jawab usaha yang 
taat terhadap 
persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

Peningkatan 
pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap 
penanggung jawab 
usaha yang memiliki 
persetujuan 
lingkungan 

1. Meningkatkan 
pembinaan pelaku 
usaha/kegiatan dalam 
pengelolaan limbah cair 
dan padat 
2. Mengarahkan pelaku 
usaha/kegiatan untuk 
menerapkan produksi 
bersih 
3. Mendorong penghasil 
limbah B3 untuk 
mengelola timbulan LB3 
4. Meningkatkan 
keandalan instrumen 
pengawasan lingkungan 
hidup 

Meningkatnya 
pengelolaan sampah 
di wilayah 
kabupaten 

Pengelolaan 
persampahan 
kabupaten 

Meningkatkan kualitas 
pengelolaan persampahan 
daerah melalui 
pengelolaan sampah dan 
limbah secara terpadu 
dan berbasis komunitas. 



	66 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

  Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kab. Purworejo, maka indikator tujuan dan sasaran tersebut akan 

diupayakan pencapaiannya melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang 

didanai dari APBD Kabupaten Purworejo, Bantuan APBD Provinsi Jawa 

Tengah, ataupun Dana Alokasi Khusus. 

6.1  Program Prioritas Tahun 2021 - 2026  

Program-program yang menjadi urusan Lingkungan Hidup berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 90 Tahun 2019), adalah 

sebagai berikut : 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

Program perencanaan lingkungan hidup mencakup pembuatan 

dokumen RPPLH yang akan menjadi materi teknis Perda RPPLH yang 

mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Serta penyusunan KLHS untuk beberapa RDTR, RPJMD periode 

selanjutnya, dan RPJPD. 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

berisikan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk 

pendanaan indikatif direncanakan untuk layanan persetujuan 

lingkungan, pengelolaan laboratorium, dan pemberian informasi 

tentang Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. 

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Program Pengelolaan KEHATI ditujukan untuk pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau yang dikelola oleh DINLHP di seluruh kawasan Kab. 

Purworejo serta untuk pengelolaan Heroes Park sebagai taman kota. 

Pada program Pengelolaan KEHATI direncanakan untuk penghijauan 

di wilayah rawan longsor, sumber mata air, dan daerah konservasi. 

Salah satu rencana implementasi Program Unggulan Dolan Purworejo 

juga masuk ke dalam Program Pengelolaan Kehati, direncanakan 

untuk pembangunan gapura batas wilayah. 

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 
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Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten terdapat pada kegiatan 

penyimpanan dan pengumpulan LB3. Pengendalian B3 dan LB3 

dilaksanakan melalui layanan pemenuhan komitmen serta 

pengawasan penyimpanan dan pengumpulan B3 dan LB3. 

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan 

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan 

Izin PPLH merupakan program yang sangat berpengaruh terhadap 

salah satu capaian sasaran DINLHP. Dengan pembinaan dan 

pengawasan yang intensif kepada penanggung jawab usaha 

diharapkan ketaatan kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten 

Purworejo meningkat, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan 

yang dihasilkan dapat diminalisir dan kualitas lingkungan hidup 

meningkat. 

6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), 

Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 

Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait 

dengan PPLH selain untuk melindungan MHA dan Haknya, juga 

untuk memicu munculnya kearifan lokal di tiap daerah 

desa/kelurahan untuk melindungi lingkungan hidup daerahnya. 

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Program Peningkatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan 

Penyuluhan LH untuk Masyarakat memiliki sasaran Sekolah, 

Desa/Kelurahan, dan juga Bank Sampah. 

8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Penghargaan Lingkungan Hidup ditujukan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan 

hidup. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat target kualitas 

lingkungan hidup akan dapat direalisasikan. 

9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

Dengan meningkatnya kegiatan dan/atau usaha pastinya akan 

menimbulkan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. 

Selain untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, penanganan 

pengaduan juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas 

lingkungan hidup daerah karena dengan adanya aduan, lokasi yang 

belum terjangkau oleh dinas dapat diketahui informasinya sehingga 

bisa dilakukan perbaikan kondisi atau penyelesaian aduan. 
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10) Program Pengelolaan Persampahan 

Program Pengelolaan Persampahan merupakan program yang 

memiliki rencana pendaan indikatif terbesar dibanding program yang 

lain. Hal ini dikarenakan pada program ini terdapat pengelolaan dan 

pengembangan TPA, serta operasional persampahan yang dibagi ke 

dalam kebutuhan operasional sarana prasarana dan upah PHL. 

Terlebih pada periode Renstra kedepan terdapat rencana untuk 

perluasan cakupan layanan persampahan.  

 

6.2 Rencana Kerangka Pendekatan Indikatif 

Untuk melaksanakan 10 program, kegiatan, dan subkegiatan 

dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. 

Purworejo Tahun 2021 – 2026 di atas, direncanakan pendanaan 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. 

Purworejo. Indikasi alokasi pendanaan dirincikan sebagaimana terlampir 

pada tabel 6.1. 
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Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Peningk
atan 
Kualitas 
Pelayan
an 
Publik 

              

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

87,8
4 88,04 88,15 6.527

,30 88,35 6.800
,73 88,45 7.474

,24 88,65 7.676
,92 88,75 7.717

,09     

  

Mening
katnya 
Kualitas 
Pelayan
an 
Publik 

            

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

87,8
4 88,04 88,15 6.527

,30 88,35 6.800
,73 88,45 7.474

,24 88,65 7.676
,92 88,75 7.717

,09     

    

2 1
1 

0
1 

  

  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Persentase 
Layanan 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten 

100
% 100% 100% 6.527

,30 100% 6.800
,73 100% 7.474

,24 100% 7.676
,92 100% 7.717

,09     

    2 1
1 

0
1 

2.
01 

  

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

    
41 

Dokum
en 

55,34 
41 

Dokum
en 

60,87 
41 

Dokum
en 

66,85 
41 

Dokum
en 

72,89 
41 

Dokum
en 

80,10 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

    

        

    

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah yang 
Tersusun 

    
41 

Dokum
en 

  

41 
Dokum

en 

  

41 
Dokum

en 

  

41 
Dokum

en 

  

41 
Dokum

en 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
1 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

    
16 

dokume
n 

21,35 
16 

dokume
n 

23,49 
16 

dokume
n 

25,85 
16 

dokume
n 

28,00 
16 

dokume
n 

30,80     

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
2 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Dokumen RKA-
SKPD     

1 
dokume

n 
2,60 

1 
dokume

n 
2,86 

1 
dokume

n 
3,15 

1 
dokume

n 
3,40 

1 
dokume

n 
3,74     

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
3 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 

    
1 

dokume
n 

2,25 
1 

dokume
n 

2,48 
1 

dokume
n 

2,70 
1 

dokume
n 

2,97 
1 

dokume
n 

3,27     

    
2 1

1 
0
1 

2.
01 

0
4 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
DPA-SKPD 

DPA-SKPD     
1 

dokume
n 

2,00 
1 

dokume
n 

2,20 
1 

dokume
n 

2,45 
1 

dokume
n 

2,70 
1 

dokume
n 

2,97     

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
5 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan 
DPA- SKPD 

Perubahan DPA- 
SKPD     

1 
dokume

n 
1,60 

1 
dokume

n 
1,76 

1 
dokume

n 
2,00 

1 
dokume

n 
2,20 

1 
dokume

n 
2,42     

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
6 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

    16 
laporan 3,58 16 

laporan 3,94 16 
laporan 4,20 16 

laporan 4,62 16 
laporan 5,00     

    

2 1
1 

0
1 

2.
01 

0
7 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

    
5 

dokume
n 

21,96 
5 

dokume
n 

24,15 
5 

dokume
n 

26,50 
5 

dokume
n 

29,00 
5 

dokume
n 

31,90     

    

2 1
1 

0
1 

2.
02 

  

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Terlayaninya 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

    100% 5.332
,76 100% 6.311

,75 100% 6.942
,61 100% 7.102

,14 100% 7.095
,84 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

        

    

Persentase 
Layanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

    100% 

  

100% 

  

100% 

  

100% 

  

100% 

  

    

    
2 1

1 
0
1 

2.
02 

0
1 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Gaji dan 
tunjangan ASN     12 

Bulan 
5.314,

76 
12 

Bulan 
6.291,

95 
12 

Bulan 
6.920,

91 
12 

Bulan 
7.078,

27 
12 

Bulan 
7.069,

62     

    

2 1
1 

0
1 

2.
02 

0
5 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

    
6 

Lapora
n 

2,17 
6 

Lapora
n 

2,39 
6 

Lapora
n 

2,50 
6 

Lapora
n 

2,75 
6 

Lapora
n 

3,03     

    

2 1
1 

0
1 

2.
02 

0
7 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Semes
teran SKPD 

    
24 

Lapora
n 

13,56 
24 

Lapora
n 

14,92 
24 

Lapora
n 

16,50 
24 

Lapora
n 

18,15 
24 

Lapora
n 

20,00     

    

2 1
1 

0
1 

2.
02 

0
8 

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

Dokumen 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

    
1 

Dokum
en 

2,27 
1 

Dokum
en 

2,49 
1 

Dokum
en 

2,70 
1 

Dokum
en 

2,97 
1 

Dokum
en 

3,20     

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

  

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Terlayaninya 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah  

    100% 149,9
8 100% 164,9

7 100% 182,0
1 100% 198,7

8 100% 218,6
5 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

    

        

    

Persentase 
Layanan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 

    100% 

  

100% 

  

100% 

  

100% 

  

100% 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Daerah 

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

0
1 Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

Layanan 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

    12 
bulan 7,00 12 

bulan 7,70 12 
bulan 8,20 12 

bulan 9,00 12 
bulan 9,90     

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

0
3 Penyediaan 

Peralatan 
Rumah Tangga 

Layanan 
Penyediaan 
Peralatan 
Rumah Tangga 

    12 
bulan 4,23 12 

bulan 4,66 12 
bulan 5,25 12 

bulan 5,78 12 
bulan 6,35     

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

0
4 Penyediaan 

Bahan Logistik 
Kantor 

Layanan 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

    12 
bulan 44,10 12 

bulan 48,51 12 
bulan 53,36 12 

bulan 58,00 12 
bulan 63,80     

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

0
5 Penyediaan 

Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Layanan 
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

    12 
bulan 15,62 12 

bulan 17,18 12 
bulan 17,80 12 

bulan 19,00 12 
bulan 20,90     

    
2 1

1 
0
1 

2.
06 

0
7 

Penyediaan 
Bahan/Materia
l 

Layanan 
Penyediaan 
Bahan/Material 

    12 
bulan 22,56 12 

bulan 24,82 12 
bulan 27,40 12 

bulan 30,00 12 
bulan 33,00     

    

2 1
1 

0
1 

2.
06 

0
9 Penyelenggaraa

n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD yang 
Diselenggarakan 

    12 
bulan 56,46 12 

bulan 62,11 12 
bulan 70,00 12 

bulan 77,00 12 
bulan 84,70     

    

2 1
1 

0
1 

2.
07 

  

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

Tersedianya 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

    72 unit 750,0
0 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Daerah Daerah yang 

Diadakan 

    

        
    

Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah yang 
Diadakan 

    72 unit 

  

0 unit 

  

0 unit 

  

0 unit 

  

0 unit 

  

    

    

2 1
1 

0
1 

2.
07 

0
2 

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau lapangan 

Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang Diadakan 

    2 unit 500,0
0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0     

    

2 1
1 

0
1 

2.
07 

1
1 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Diadakan 

    70 unit 250,0
0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0     

    

2 1
1 

0
1 

2.
08 

  

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintaah 
Daerah 

    12 
bulan 88,73 12 

bulan 97,60 12 
bulan 

106,0
0 

12 
bulan 

112,8
0 

12 
bulan 

120,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

    

        

    

Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintaah 
Daerah yang 
Disediakan 

    12 
bulan 

  

12 
bulan 

  

12 
bulan 

  

12 
bulan 

  

12 
bulan 

  

    

    
2 1

1 
0
1 

2.
08 

0
1 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jasa Surat 
Menyurat     bulan 0,00 bulan 0,00 bulan 0,00 bulan 0,00 bulan 0,00     
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

2 1
1 

0
1 

2.
08 

0
2 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

    12 
bulan 40,00 12 

bulan 44,00 12 
bulan 48,00 12 

bulan 52,80 12 
bulan 58,00     

    
2 1

1 
0
1 

2.
08 

0
4 

Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jasa Pelayanan 
Umum Kantor     12 

bulan 48,73 12 
bulan 53,60 12 

bulan 58,00 12 
bulan 60,00 12 

bulan 62,00     

    

2 1
1 

0
1 

2.
09 

  

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Terpeliharanya 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

    43 Unit 150,4
9 43 Unit 165,5

4 43 Unit 176,7
7 43 Unit 190,3

2 43 Unit 202,5
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

    

        

    

Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

    43 Unit 

  

43 Unit 

  

43 Unit 

  

43 Unit 

  

43 Unit 

  

    

    

2 1
1 

0
1 

2.
09 

0
1 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

    12 
bulan 50,06 12 

bulan 55,06 12 
bulan 60,57 12 

bulan 66,00 12 
bulan 70,00     

    
2 1

1 
0
1 

2.
09 

0
6 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

    15 unit 11,63 15 unit 12,79 15 unit 14,00 15 unit 15,40 15 unit 17,00     
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

2 1
1 

0
1 

2.
09 

0
9 

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi 

    2 
gedung 74,58 2 

gedung 82,04 2 
gedung 85,00 2 

gedung 90,00 2 
gedung 95,00     

    

2 1
1 

0
1 

2.
09 

1
0 

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

    11 unit  14,22 11 unit  15,64 11 unit  17,20 11 unit  18,92 11 unit  20,50     

    
        

                                  

Peningk
atan 
Kualitas 
Lingkun
gan 
Hidup 
untuk 
Pemban
gunan 
Berkela
njutan 

              Indek Kualitas 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
(IKLHD) 

61,1
8 

N/A 65,67 20.93
1,55 

65,69 15.08
9,00 

65,71 16.57
5,00 

65,73 17.02
3,00 

65,75 16.98
2,00 

    

  Mening
katnya 
jumlah 
penangg
ung 
jawab 
usaha 
yang 
taat 
terhada
p 
persetuj
uan 
lingkun

            Ketaatan 
penanggung 
jawab usaha 
dan/atau 
kegiatan 
terhadap 
persetujuan 
lingkungan 
yang 
diterbitkan 

N/A N/A 55% 786,1
0 

60% 568 65% 623 70% 641 75% 638     
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
gan 
yang 
diterbit
kan 

    2 1
1 

0
2 

    PROGRAM 
PERENCANAA
N 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

Persentase 
Ketersediaanny
a Dokumen 
Perencanaan 
Lingkungan 
Hidup 
Berkualitas 

25,0
0% 

25,00
% 

50,00% 199,7
4 75,00% 144,0

0 75,00% 158,0
0 

100,00
% 

163,0
0 

100,00
% 

162,0
0 

    

    2 1
1 

0
2 

2.
01 

  Rencana 
Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (RPPLH) 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedianya 
Dokumen 
Perencanaan 
Lingkungan 
Hidup 

    

2 
Dokum

en 

199,7
4 

1 
dokum

en 

144,0
0 

1 
Dokum

en 

158,0
0                              

-                               
-  DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Dokumen 
Perencanaan 
Lingkungan 
Hidup 

    2 
Dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
          

    

    2 1
1 

0
2 

2.
01 

1 Penyusunan 
dan Penetapan 
RPPLH 
Kabupaten/Kot
a 

Dokumen 
RPPLH 

    
2 

Dokum
en 

199,7
4                 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Dokumen Daya 

Dukung dan 
Daya Tampung 
Lingkungan 
Hidup 

    

    
1 

dokume
n 

144,0
0             

    

                Dokumen 
Neraca Sumber 
Daya Alam 

    
        

1 
dokume

n 

158,0
0         

    

    2 1
1 

0
2 

2.
01 

2 Pengendalian 
Pelaksanaan 
RPPLH 
Kabupaten/Kot
a 

Dokumen 
Pengendalaian 
Pelaksanaan 
RPPLH 

    

                    

    

    2 1
1 

0
2 

2.
02 

  Penyelenggara
an Kajian 
Lingkungan 
Hidup 
Strategis 
(KLHS) 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedianya 
Dokumen 
Kajian 
Lingkungan 
Hidup Strategis 

    

1 
dokum

en 

100,0
0* 

1 
dokum

en 

100,0
0* 

3 
dokum

en 

300,0
0* 

1 
Dokum

en 

163,0
0 

1 
dokum

en 

162,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Dokumen 
Kajian 
Lingkungan 
Hidup Strategis  

    1 
dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

3 
dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

    

    2 1
1 

0
2 

2.
02 

1 Pembuatan dan 
Pelaksanaan 
KLHS Rencana 
Tata Ruang 

Dokumen KLHS     1 
dokume

n 

100,0
0* 

1 
dokume

n 

 
100,0

0*  

1 
dokume

n 

 
300,0

0*  

1 
dokume

n 

163,0
0 

1 
dokume

n 

162,0
0 

    

    2 1
1 

0
2 

2.
02 

2 Pembuatan dan 
Pelaksanaan 
KLHS 
RPJPD/RPJMD 

Dokumen KLHS 
RPJPD/RPJMD 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

    PROGRAM 
PENGENDALIA
N 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

Persentase 
Pemenuhan 
Baku Mutu 
Kualitas Air 
Sungai dan 
Udara Ambien 

87,5
0% 

87,50
% 

65,00% 305,9
2 65,00% 221,0

0 65,00% 242,0
0 65,00% 249,0

0 65,00% 248,0
0 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

    2 1
1 

0
3 

2.
01 

  Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    

1 
dokum

en 

270,9
2 

1 
dokum

en 

201,0
0 

1 
dokum

en 

217,0
0 

1 
dokum

en 

224,0
0 

1 
dokum

en 

223,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    1 
dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

1 
dokum

en 
  

    

    2 1
1 

0
3 

2.
01 

0
1 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 
Dilaksanakan 
terhadap Media 
Tanah, Air, 
Udara, dan 
Laut 

Layanan 
Persetujuan 
Lingkungan 

    

12 
bulan   12 

bulan 50,00 12 
bulan 55,00 12 

bulan 58,00 12 
bulan 58,00 

    

                Dokumen 
Koordinasi 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    

1 
dokume

n 
70,00                 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
3 

2.
01 

0
2 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Emisi Gas 
Rumah Kaca, 
Mitigasi dan 
Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

Dokumen 
Inventarisasi 
Gas Rumah 
Kaca 

    

1 
dokume

n 
40,00 

1 
dokume

n 
30,00 

1 
dokume

n 
32,00 

1 
dokume

n 
32,00 

1 
dokume

n 
32,00 

    

    2 1
1 

0
3 

2.
01 

0
3 

Pengelolaan 
Laboratorium 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/Kot
a 

Pengelolaan 
Laboratorium 
Lingkungan 
Hidup 

    

12 
bulan 

160,9
2 

12 
bulan 

121,0
0 

12 
bulan 

130,0
0 

12 
bulan 

134,0
0 

12 
bulan 

133,0
0 

    

    2 1
1 

0
3 

2.
02 

  Penanggulanga
n Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Penangulangan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    

1 
Dokum

en 
35,00 

1 
Dokum

en 
20,00 

1 
Dokum

en 
25,00 

1 
Dokum

en 
25,00 

1 
Dokum

en 
25,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Penanggulanga
n Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    1 
Dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
  

1 
Dokum

en 
  

    

    2 1
1 

0
3 

2.
02 

0
1 

Pemberian 
Informasi 
Peringatan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup pada 
Masyarakat 

Dokumen 
Pemantauan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup  

    

2 
dokume

n 
35,00 

2 
dokume

n 
20,00 

2 
dokume

n 
25,00 

2 
dokume

n 
25,00 

2 
dokume

n 
25,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
3 

2.
02 

0
2 

Pengisolasian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah IPAL 
yang dibangun 

    

            1 unit 200,0
0* 1 unit 350,0

0* 

    

    2   0
3 

2.
02 

0
3 

Penghentian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah sumber 
pencemaran / 
kerusakan 
Lingkungan 
Hidup yang 
dihentikan 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

2.
03 

  Pemulihan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Pemulihan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    

                    DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Pemulihan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

2.
03 

0
1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penghentian 
Sumber 
Pencemaran 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
penghentian 
sumber 
pencemaran 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

2.
03 

0
2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembersihan 
Unsur 
Pencemar 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
pembersihan 
unsur pencemar 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

2.
03 

0
3 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Remediasi 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi  
pelaksanaan 
remediasi 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
3 

2.
03 

0
4 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
rehabilitasi 

    

                    

    

    2 1
1 

0
3 

2.
03 

0
5 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Restorasi 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi  
pelaksanaan 
restorasi 

    

                    

    

                                              

    2 1
1 

0
5 

    PROGRAM 
PENGENDALIA
N BAHAN 
BERBAHAYA 
DAN BERACUN 
(B3) DAN 
LIMBAH 
BAHAN 
BERBAHAYA 
DAN BERACUN 
(LIMBAH B3) 

Persentase 
Pengendalian 
B3 dan LB3 

N/A N/A 

30,00% 40,00 35,00% 29,00 40,00% 32,00 45,00% 33,00 50,00% 32,00 

    

    2 1
1 

0
5 

2.
01 

  Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

Terlaksananya 
Layanan 
Pemenuhan 
Komitmen 
Pengelolaan 
Limbah B3 
untuk kegiatan 
Penyimpanan 
LB3 

    

12 
bulan 40,00 12 

bulan 29,00 12 
bulan 32,00 12 

bulan 33,00 12 
bulan 32,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Layanan 
Pemenuhan 
Komitmen 
Pengelolaan 
Limbah B3 
untuk kegiatan 
penyimpanan 
LB3  

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan     
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
5 

2.
01 

0
1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 
Dilaksanakan 
melalui Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

Layanan 
pemenuhan 
komitmen 
persetujuan 
teknis 
pengelolaan 
Limbah B3 

    

12 
bulan 40,00 12 

bulan 29,00 12 
bulan 32,00 12 

bulan 33,00 12 
bulan 32,00 

    

    2 1
1 

0
5 

2.
01 

0
2 

Verifikasi 
Lapangan 
untuk 
Memastikan 
Pemenuhan 
Persyaratan 
Administrasi 
dan Teknis 
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

Jumlah 
Verifikasi 
Lapangan dalam 
rangka 
Persetujuan 
Teknis LB3 

    

    5 lokasi 15,00
* 5 lokasi 17,00

* 5 lokasi 20,00
* 5 lokasi 22,00

* 

    

    2 1
1 

0
5 

2.
02 

  Pengumpulan 
Limbah B3 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Layanan 
Pemenuhan 
Komitmen 
Pengelolaan 
Limbah B3 
untuk kegiatan 
Pengumpulan 
LB3 

    

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Persetujuan 
Teknis 
Pengelolaan 
Limbah B3 
untuk kegiatan 

    

                    

    



	83 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Pengumpulan 
LB3 

    2 1
1 

0
5 

2.
02 

0
1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Komitmen Izin 
Pengumpulan 
Limbah B3 
Dilaksanakan 
melalui Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

Layanan 
pemenuhan 
komitmen 
persetujuan 
teknis 
pengelolaan 
Limbah B3 

    

                    

    

    2 1
1 

0
5 

2.
02 

0
2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengelolaan 
Limbah B3 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi dalam 
rangka 
Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 
Pengolahan, 
dan/atau 
Penimbunan 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
pengelolaan 
limbah B3 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 

    

                    

    

                                              

    2 1
1 

0
6 

    PROGRAM 
PEMBINAAN 
DAN 
PENGAWASAN 
TERHADAP 
IZIN 
LINGKUNGAN 
DAN IZIN 

Ketaatan 
penanggung 
jawab usaha 
dan/atau 
kegiatan 
terhadap 
Pengendalian 
Pencemaran Air 

N/A N/A 

50,00% 68,73 55,00% 50,00 60,00% 55,00 65,00% 56,00 70,00% 56,00 

    



	84 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
PERLINDUNGA
N DAN 
PENGELOLAA
N 
LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

yang tertuang 
dalam 
persetujuan 
lingkungan 
yang 
diterbitkan 

    2 1
1 

0
6 

2.
01 

  Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
terhadap 
Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin 
Lingkungan 
dan Izin PPLH 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Terkait 
Ketaatan 
Penanggung 
Jawab 
Usaha dan/atau 
Kegiatan 
yang Diawasi 
Ketaatannya 
Terhadap 
Persetujuan 
Lingkungan 
yang 
Diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

    

12 
bulan 68,73 12 

bulan 50,00 12 
bulan 55,00 12 

bulan 56,00 12 
bulan 56,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 



	85 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Pembinaan dan 

Pengawasan 
terkait 
ketaatan 
penanggung 
jawab usaha 
dan/atau 
kegiatan yang 
diawasi 
ketaatannya 
terhadap 
persetujuan 
lingkungan 
yang 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kot
a 

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   

    

    2 1
1 

0
6 

2.
01 

0
1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Ketentuan dan 
Kewajiban Izin 
Lingkungan 
dan/atau Izin 
PPLH 

Pembinaan 
usaha/ kegiatan 
yang 
persetujuan 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
pemerintah 

    

    12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   

    

                                              

    2 1
1 

0
6 

2.
01 

0
2 

Pengembangan 
Kapasitas 
Pejabat 
Pengawas 
Lingkungan 
Hidup 

Pejabat 
Pengawas LH 
yang 
dikembangkan 
kapasitasnya 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
6 

2.
01 

0
3 

Pengawasan 
Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin 
Lingkungan 
Hidup, Izin 
PPLH yang 
Diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Pengawasan 
usaha/ kegiatan 
yang 
persetujuan 
lingkungannya 
diterbitkan oleh 
pemerintah 

    

12 
bulan 68,73 12 

bulan 50,00 12 
bulan 55 12 

bulan 56 12 
bulan 56,00 

    

                Pengadaan 
kendaraan 
operasional 
pemantauan 
dan pengawasan 
Lingkungan 
Hidup 

    

    4 unit 160,0
0*             

    

    2 1
1 

0
6 

2.
01 

0
4 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
dan Penerapan 
Sanksi Upaya 
dan Rencana 
PPLH 

Hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
pengawasan dan 
penerapan 
sanksi upaya 
dan rencana 
PPLH 

    

                    

    

                                              

    2 1
1 

0
7 

    PROGRAM 
PENGAKUAN 
KEBERADAAN 
MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 
(MHA), 
KEARIFAN 
LOKAL DAN 
HAK MHA 
YANG 

Persentase 
Pengakuan 
Kearifan Lokal 
dan/atau MHA 
terkait PPLH 

4,05
% 

4,05
% 

4,45% 140,0
0 4,86% 101,0

0 5,26% 111,0
0 5,67% 114,0

0 6,07% 114,0
0 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
TERKAIT 
DENGAN PPLH 

    2 1
1 

0
7 

2.
01 

  Pengakuan 
MHA, Kearifan 
Lokal, 
Pengetahuan 
Tradisional, 
dan Hak MHA 
yang terkait 
dengan PPLH 

Terlaksananya 
penetapan 
MHA, kearifan 
lokal, 
pengetahuan 
tradisional 
terkait PPLH 

    

5 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

40,00 

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

45,00 

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

45,00 

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

45,00 

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

45,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Penetapan 
MHA, kearifan 
lokal, 
pengetahuan 
tradisional  
terkait PPLH 

    
5 

MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

  

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

  

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

  

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

  

2 
MHA/ 
Kearifa
n Lokal 

  

    

    2 1
1 

0
7 

2.
01 

0
1 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Penyediaan 
Data dan 
Informasi 
Pengakuan 
Keberadaan 
MHA Kearifan 
Lokal atau 
Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak Kearifan 
Lokal atau 
Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak MHA 
terkait dengan 

Dokumen 
koordinasi, 
sinkronisasi, 
data dan 
informasi MHA, 
kearifan lokal, 
pengetahuan 
tradisional 
terkait PPLH 

    

1 
dokume

n 
40,00 

1 
dokume

n 
45,00 

1 
dokume

n 
45,00 

1 
dokume

n 
45,00 

1 
dokume

n 
45,00 

    



	88 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
PPLH 

                                              

                                              

    2 1
1 

0
7 

2.
02 

  Peningkatan 
Kapasitas 
MHA dan 
Kearifan 
Lokal, 
Pengetahuan 
Tradisional 
dan Hak MHA 
yang terkait 
dengan PPLH 

Terfasilitasi 
kegiatan 
peningkatan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
MHA dan 
kearifan lokal 
terkait PPLH 

    

1 
Kelom

pok 

100,0
0 

1 
Kelom

pok 
56,00 

1 
Kelom

pok 
66,00 

1 
Kelom

pok 
69,00 

1 
Kelom

pok 
69,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Jumlah MHA 
dan Kearifan 
Lokal yang 
mendapat 
fasilitasi 
peningkatan 
pengetahuan 
dan 
ketrampilan 
terkait PPLH 

    

1 
Kelom

pok 
  

1 
Kelom

pok 
  

1 
Kelom

pok 
  

1 
Kelom

pok 
  

1 
Kelom

pok 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
7 

2.
02 

0
1 

Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Pendampingan 
dan Penguatan 
Kelembagaan 
MHA, Kearifan 
Lokal, 
Pengetahuan 
Tradisional dan 
Hak MHA 
terkait dengan 
PPLH 

Kelembagaan 
MHA, Kearifan 
lokal terkait 
dengan PPLH 

    

1 
kelomp

ok 

100,0
0 

1 
kelomp

ok 
56,00 

1 
kelomp

ok 
66 

1 
kelomp

ok 
69 

1 
kelomp

ok 
69,00 

    

                Fasilitasi 
Regulasi 
Kearifan Lokal 
terkait PPLH 

    

                    

    

                                              

                                              

    2 1
1 

1
0 

    PROGRAM 
PENANGANAN 
PENGADUAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

Persentase 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 
Terkait Dugaan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 

100,
00% 

100,0
0% 

100,00
% 31,72 100,00

% 23,00 100,00
% 25,00 100,00

% 26,00 100,00
% 26,00 

    

    2 1
1 

1
0 

2.
01 

  Penyelesaian 
Pengaduan 
Masyarakat di 
Bidang 
Perlindungan      
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Ko
ta 

Terselesaikann
ya Pengaduan 
Masyarakat 
terkait Dugaan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 

    

100,00
% 31,72 100,00

% 23,00 100,00
% 25,00 100,00

% 26,00 100,00
% 26,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 



	90 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Persentase 

Pengaduan 
Masyarakat 
terkait Dugaan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
yang tertangani 

    

100,00
%   100,00

%   100,00
%   100,00

%   100,00
%   

    

    2 1
1 

1
0 

2.
01 

0
1 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
terhadap PPLH 
Kabupaten/Kot
a 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
terhadap PPLH 

    

12 
bulan 31,72 12 

bulan 23,00 12 
bulan 25,00 12 

bulan 26,00 12 
bulan 26,00 

    

    2 1
1 

1
0 

2.
01 

0
2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerapan 
Sanksi 
Administrasi, 
Penyelesaian 
Sengketa, 
dan/atau 
Penyidikan 
Lingkungan 
Hidup di Luar 
Pengadilan 
atau melalui 
Pengadilan 

Fasilitasi 
Penyelesaian 
Sengketa 
Lingkungan 
Hidup 

    

    12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   

    

  
 

          
 

                              

  Mening
katnya 
pengelol
aan 
sampah 
di 
wilayah 
kabupat
en 

            Persentase 
Timbulan 
Sampah yang 
Terkelola 

41,7
5% 

43,18
% 

42,68% 20.14
5,44 43,30% 14.52

1,00 43,86% 15.95
2,00 44,36% 16.38

2,00 44,89% 16.34
4,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
4 

    PROGRAM 
PENGELOLAA
N 
KEANEKARAG
AMAN HAYATI 
(KEHATI) 

Indeks Tutupan 
Lahan 

49,3
4 

49,34
* 

49,37 5.212
,01 49,39 3.757

,00 49,41 4.127
,00 49,43 4.238

,00 49,45 4.229
,00 

    

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

  Pengelolaan 
Keanekaragam
an Hayati 
Kabupaten/ 
Kota 

Indeks Tutupan 
Lahan 

    

49,37 5.212
,01 49,39 3.757

,00 49,41 4.127
,00 49,43 4.238

,00 49,45 4.229
,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                                              

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
1 

Penyusunan 
dan Penetapan 
Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragam
an Hayati 

Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragama
n Hayati 

    

        
1 

dokume
n 

  
1 

dokume
n 

  
1 

dokume
n 

  

    

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
2 

Pengelolaan 
Taman 
Keanekaragam
an Hayati di 
Luar Kawasan 
Hutan 

Penghijauan di 
Wilayah Rawan 
Longsor, 
Sumber Mata 
Air, dan Daerah 
Konservasi 

    

    
4 

Lembag
a 

400,0
0 

5 
Lembag

a 

500,0
0 

5 
Lembag

a 

500,0
0 

4 
Lembag

a 

400,0
0 

    

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
3 

Pengelolaan 
Kebun Raya 

Kebun Raya 
yang Dikelola 

                            

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
4 

Pengelolaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Luas ruang 
terbuka hijau 
yang dikelola 

    
31  

Hektar 
3300,

59 
31  

Hektar 
3202,

02 
31  

Hektar 
3300,

59 
31  

Hektar 
3300,

59 
31  

Hektar 
3300,

59 

    

                Luas ruang 
terbuka hijau 
yang dibangun 

    
588 m2 1550,

00                 
    

                Pembangunan 
fasilitas 
pendukung RTH 

    
                    

    

                Pembangunan 
Kebun Bibit 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
4 

2.
01 

0
5 

Pengelolaan 
Taman 
Keanekaragam
an Hayati 
Lainnya 

Taman 
Keananekaraga
man hayati yang 
dikelola 

    

6 
Hektar 

154,9
8 

6 
Hektar 

154,9
8 

6 
Hektar 

154,9
8 

6 
Hektar 

154,9
8 

6 
Hektar 

154,9
8 

    

                Revitalisasi 
Hutan Kota 

    1.014,3
0 m2 

206,4
3                     

                Pengelolaan 
RTH lainnya 

                            

                Pengadaan 
pohon ayoman 
jalan dan 
elemen taman 

    

                    

    

                Pengecatan 
pohon ayoman 
jalan 

    
                    

    

                Pembangunan 
Taman 

                            

                Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
taman 

    

        3 unit 171,4
2         

    

                Pembangunan 
Gapura Batas 
Wilayah 

    
            1 paket 200,0

0*     
    

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
6 

Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
dan SDM 
dalam 
Pengelolaan 
Keanekaragam
an Hayati 

Kelompok 
Kelembagaan 
Kahati yang 
dikembangkan 
kapasitasnya 

    

                    

    

    2 1
1 

0
4 

2.
01 

0
7 

Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaragam
an Hayati 

Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaragama
n Hayati 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Pengadaan 

Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaragama
n Hayati 

    

            5 unit 282,4
2 1 unit 373,4

2 

    

                Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaragama
n Hayati - Mobil 
Crane 

    

            1 unit 2.000,
00*     

    

                                              

    2 1
1 

0
8 

    PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, 
PELATIHAN 
DAN 
PENYULUHAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

Persentase 
Lembaga 
Kemasyarakata
n Bidang 
Lingkungan 
Hidup yang 
Aktif 

10,3
2% 

0,52
% 

7,51% 194,0
0 7,69% 140,0

0 7,86% 154,0
0 8,03% 158,0

0 8,21% 157,0
0 

    

    2 1
1 

0
8 

2.
01 

  Penyelenggara
an Pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasyarakat
an Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Pendidikan, 
Pelatihan, dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemsyarakatan 

    

10 
lembag

a 

194,0
0 

78 
lembag

a 

140,0
0 

80 
lembag

a 

154,0
0 

82 
lembag

a 

158,0
0 

84 
lembag

a 

157,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Jumlah 
lembaga 
kemasyarakata
n bidang 
lingkungan 
hidup yang 

    

10 
lembag

a 
  

78 
lembag

a 
  

80 
lembag

a 
  

82 
lembag

a 
  

84 
lembag

a 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
aktif 

    2 1
1 

0
8 

2.
01 

0
1 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia 
Bidang 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasyarakata
n 

Lembaga 
kemasyarakatan 
bidang LH yang 
ditingkatkan 
kapasitas daFn 
kompetensi 

    

lembag
a   lembag

a   lembag
a   lembag

a   lembag
a   

    

                Laporan MIH 
dan Aksi 
Lingkungan 

    
    dokume

n       dokume
n       

    

                Terlaksananya 
pelatihan dan 
pengadaan bibit 
mangrove 

    

    
1 

lembag
a 

275,0
0*     

1 
lembag

a 

300,0
0*     

    

    2 1
1 

0
8 

2.
01 

0
2 

Pendampingan 
Gerakan Peduli 
Lingkungan 
Hidup 

Gerakan Peduli 
Lingkungan 
Hidup 

    10 
lembag

a 
70,00 

78 
lembag

a 
75,00 

80 
lembag

a 
80,00 

82 
lembag

a 
85,00 

84 
lembag

a 
90,00 

    

    2 1
1 

0
8 

2.
01 

0
3 

Penyelenggaraa
n Penyuluhan 
dan Kampanye 
Lingkungan 
Hidup 

Penyuluhan dan 
Kampanye 
Lingkungan 
Hidup 

    

12 kali 124,0
0 

12 
bulan 65,00 12 

bulan 74,00 12 
bulan 73,00 12 

bulan 67,00 

    

                                              

    2 1
1 

0
9 

    PROGRAM 
PENGHARGAA
N 
LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

Persentase 
Penyelenggaraa
n Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Masyarakat 

66,6
7% 

66,67
% 

66,67% 70,00 66,67% 50,00 66,67% 55,00 66,67% 57,00 66,67% 57,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
0
9 

2.
01 

  Pemberian 
Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup 

    

2 
pengha
rgaan 

70,00 
2 

pengha
rgaan 

50,00 
2 

pengha
rgaan 

55,00 
2 

pengha
rgaan 

57,00 
2 

pengha
rgaan 

57,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Jumlah 
Penghargaan 
Lingkungan 
Hidup yang 
Diselenggaraka
n 

    

2 
pengha
rgaan 

  
2 

pengha
rgaan 

  
2 

pengha
rgaan 

  
2 

pengha
rgaan 

  
2 

pengha
rgaan 

  

    

    2 1
1 

0
9 

2.
01 

0
1 

Penilaian 
Kinerja 
Masyarakat/Le
mbaga 
Masyarakat/D
unia 
Usaha/Dunia 
Pendidikan/ 
Filantropi 
dalam 
Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

penghargaan 
lingkungan 
hidup untuk 
masyarakat 
yang 
diselenggarakan 

    

2 
pengha
rgaan 

70,00 
3 

pengha
rgaan 

50,00 
3 

pengha
rgaan 

55,00 
3 

pengha
rgaan 

57,00 
3 

pengha
rgaan 

57,00 

    

                                              

    2 1
1 

1
1 

    PROGRAM 
PENGELOLAA
N 
PERSAMPAHA
N 

Persentase 
Penanganan 
Sampah 

17,8
7% 

18,14
% 

16,97% 14.66
9,44 

16,78% 10.57
4,00 

16,59% 11.61
6,00 

16,40% 11.92
9,00 

16,24% 11.90
1,00 

    

                Persentase 
Pengurangan 
Sampah 

23,8
8% 

25,04
% 

25,71% 
 

26,52% 
 

27,27% 
 

27,96% 
 

28,65% 
 

    



	96 

Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
1
1 

2.
01 

  Pengelolaan 
Sampah 

Terkelolanya 
Seluruh 
Timbulan 
Sampah di 
Kabupaten 

    42,68% 14.66
9,44 

43,30% 10.57
4,00 

43,86% 11.61
6,00 

44,36% 11.92
9,00 

44,89% 11.90
1,00 

DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Persentase 
Pengelolaan 
Timbulan 
Sampah 

    42,68% 
 

43,30% 
 

43,86% 
 

44,36% 
 

44,89% 
 

    

    2 1
1 

1
1 

2.
01 

0
1 

Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi Daerah 
Pengelolaan 
Sampah 
Kabupaten/Kot
a 

Dokumen 
Kebijakan dan 
Strategi Daerah 
Pengelolaan 
Sampah 

    

    
1 

dokume
n 

  
1 

dokume
n 

200,0
0 

1 
dokume

n 
  

1 
dokume

n 

250,0
0 

    

                                              

    2 1
1 

1
1 

2.
01 

0
2 

Pengurangan 
Sampah 
dengan 
melakukan 
Pembatasan, 
Pendauran 
Ulang dan 
Pemanfaatan 
Kembali 

Persentase 
rumah tangga 
yang 
menerapkan 3R 

    

                    

    

                 Pembangunan 
Pusat Daur 
Ulang Sampah 
(PDU) 

    

    4 unit 4.000,
00 2 unit 500,0

0 2 unit 1.200,
00 2 unit 700,0

0 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
1
1 

2.
01 

0
3 

Penanganan 
Sampah 
dengan 
melakukan  
Pemilahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan, 
dan 
Pemrosesan 
Akhir Sampah 
di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kot
a 

Layanan 
penanganan 
persampahan 

    

12 
bulan 

3.537,
46 

12 
bulan 

3.891,
21 

12 
bulan 

4.280,
33 

12 
bulan 

4.708,
36 

12 
bulan 

5179,
20 

    

                                              

    2 1
1 

1
1 

2.
01 

0
4 

Peningkatan 
Peran serta 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Persampahan 

Peran serta 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
sampah 

    

2 
kelomp

ok 

100,0
0 

10 
kelomp

ok 

2.682,
79 

10 
kelomp

ok 

680,0
0 

10 
kelomp

ok 

690,0
0 

10 
kelomp

ok 

700,0
0 

    

                Pembangunan 
TPS-3R / Bank 
Sampah Induk 

    
                    

    

                                              

    2 1
1 

1
1 

2.
01 

0
5 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan 
Prasarana dan 
Sarana 
Pengelolaan 
Persampahan 

Hasil Koordinasi 
dan sinkronisasi 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampahan 

    

dokume
n   dokume

n   dokume
n   dokume

n   dokume
n   
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
1
1 

2.
01 

0
6 

Penyusunan 
Kebijakan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Persampahan 

Dokumen 
Kebijakan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Persampahan 

    

dokume
n   dokume

n   dokume
n   dokume

n   dokume
n   

    

                                              

    2 1
1 

1
1 

2.
01 

0
7 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan 
di 
TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kot
a 

Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan di 
TPA/TPST/SPA  

    

21 unit 11031
,98     2 unit 5955,

67 1 unit 3830,
64 5 unit 2071,

80 

    

                Rehabilitasi 
Fasilitas 
Pendukung 
TPA/TPST/SPA 

    

            1 paket 1500,
00 1 paket 3000,

00 

    

    2 1
1 

1
1 

2.
02 

  Penerbitan 
Izin 
Pendaurulanga
n 
Sampah/Peng
elolaan 
Sampah, 
Pengangkutan 
Sampah dan 
Pemrosesan 
Akhir Sampah 
yang 
Diselenggarak
an oleh Swasta 

Terlaksananya 
Penerbitan Izin 
Pengelolaan 
sampah Swasta 

    

                    DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Persentase Izin 
Pengelolaan 
sampah oleh 
Swasta yang 
diterbitkan 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
1
1 

2.
02 

0
1 

Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

Layanan 
perizinan 
pengelolaan 
sampah oleh 
swasta  

    

                    

    

    2 1
1 

1
1 

2.
03 

  Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Sampah yang 
Diselenggarak
an oleh Pihak 
Swasta 

Terlaksananya 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Sampah yang 
Diselenggaraka
n oleh Pihak 
Swasta 

    

                    DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Persentase 
pengelolaan 
sampah oleh 
swasta yang 
taat terhadap 
peraturan 
perundang-
undangan 

    

                    

    

    2 1
1 

1
1 

2.
03 

0
1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Ketentuan 
terkait 
IzinUsaha dan 
Standar Teknis 
Pengelolaan 
Sampah 

Rekomendasi 
izin usaha 
pengelolaan 
sampah oleh 
swasta yang 
memenuhi 
standar teknis 

    

                    

    

    2 1
1 

1
1 

2.
03 

0
2 

Penyusunan 
dan 
Pelaksanaan 
Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaan 
Sampah 

Jumlah 
pengelolaan 
sampah oleh 
swasta yang taat 
terhadap 
peraturan 
perundangan  
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    2 1

1 
1
1 

2.
03 

0
3 

Monitoring dan 
Evaluasi 
Pemenuhan 
Target dan 
Standar 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Sampah 

Hasil monitoring 
dan evaluasi 
pemenuhan 
target dan 
standar 
pelayanan 
pengelolaan 
sampah oleh 
swasta 

    

                    

    

                                              

Peningk
atan 
nilai 
tambah 
usaha 
perikan
an 

              Nilai Tambah 
Usaha 
Perikanan 

10,0
0% 

10,00
%* 

12,00% 2.381
,45 12,00% 1.717

,00 12,00% 1.886
,50 12,00% 1.936

,23 12,00% 1.931
,00 

    

  Mening
katnya 
produks
i 
kelauta
n dan 
perikan
an  

            Persentase 
Kenaikan 
Produksi 
Perikanan 
Tangkap dan 
Budidaya 

-
12,1
3% 

-
47,33

% 

2,00% 2.381
,45 2,00% 1.717

,00 2,00% 1.886
,50 2,00% 1.936

,23 2,00% 1.931
,00 

    

    3 2
5 

0
3 

    PROGRAM 
PENGELOLAA
N PERIKANAN 
TANGKAP 

Persentase 
Kenaikan 
Produksi 
Perikanan 
Tangkap 

3,73
% 

-
77,08

% 3,00% 116,3
3 3,00% 84,00 3,00% 92,00 3,00% 94,00 3,00% 94,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    3 2

5 
0
3 

2.
01 

   Pengelolaan 
Penangkapan 
Ikan di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa dan 
Genangan Air 
Lainnya Yang 
Dapat 
Diusahakan 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
pengelolaan 
penangkapan 
ikan 

    

16 
kecam
atan 

80,33 
16 

kecam
atan 

50,00 
16 

kecam
atan 

30,00 
16 

kecam
atan 

50,00 
16 

kecam
atan 

50,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Pengelolaan 
penangkapan 
ikan 

    16 
kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

      

    3 2
5 

0
3 

2.
01 

0
1 

Penyediaan 
Data dan 
Informasi 
Sumberdaya 
Ikan 

Penyediaan data 
potensi Perairan 
Umum Darat 

    

    
4 

Kecama
tan 

30,00 
4 

Kecama
tan 

30,00 
4 

Kecama
tan 

30,00 
4 

Kecama
tan 

30,00 

    

    3 2
5 

0
3 

2.
01 

0
2 

Penyediaan 
Prasarana 
Usaha 
Perikanan 
Tangkap 

Penataan 
Tempat 
Pelelangan Ikan 
TPI)  

    

1 paket 50,00 
1 

dokume
n 

50,00
* 

1 
dokume

n 

50,00
*         

    

                Prasarana 
Tempat 
Pelelangan Ikan 
TPI) 

    

    1 paket 500,0
0* 1 paket 500,0

0* 1 paket 500,0
0*     

    

    3 2
5 

0
3 

2.
01 

0
3 

Penjaminan 
Ketersediaan 
Sarana Usaha 
Perikanan 
Tangkap 

Alat 
penangkapan 
ikan ramah 
lingkungan 

    

    1 paket 20,00 1 paket 200,0
0* 1 paket 20,00 1 paket 20,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Rekomendasi 

pembelian BBM 
bagi pelaku 
usaha 
perikanan 

    

12 
bulan 30,33                 

    

    3 2
5 

0
3 

2.
02 

  Pemberdayaan 
Nelayan Kecil 
Dalam Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Terlaksananya 
Temu 
Kelompok / 
Himpunan 
Nelayan 

    

12 
bulan 11,00 12 

bulan 34,00 12 
bulan 62,00 12 

bulan 44,00 12 
bulan 25,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Penyelenggaraa
n Temu 
Kelompok / 
Himpunan 
Nelayan 

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan       

    3 2
5 

0
3 

2.
02 

0
1 

Pengembangan 
Kapasitas  
Nelayan  Kecil 

Pelatihan 
perbaikan 
perahu 
fibreglass / 
Mesin Perahu / 
Alat bantu 

    

    25 
0rang 24,00 25 

0rang 32,00 25 
orang 34,00     

    

    3 2
5 

0
3 

2.
02 

0
2 

Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Pembentukan 
dan 
Pengembangan 
Kelembagaan 
Nelayan Kecil 

Fasilitasi 
Pertemuan 
Nelayan Seluruh 
Indonesia (HNSI) 

    

4 kali 11,00 12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 

    

    3 2
5 

0
3 

2.
02 

0
3 

Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Bantuan 
Pendanaan, 
Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan 
Usaha 

Fasilitasi temu 
kemitraan 
nelayan dengan 
lembaga 
keuangan 

    

        
3 

Kecama
tan 

20,00     
3 

kecama
tan 

15,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    3 2

5 
0
3 

2.
03 

  Pengelolaan 
dan 
Penyelengngar
aan Tempat 
pelelangan 
Ikan (TPI) 

Terselenggaran
ya layanan TPI 

    

5 
lokasi 25,00   0,00   0,00   0,00 5 

lokasi 19,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 

                Penyelenggaraa
n Layanan TPI 

    5 
lokasi               5 

lokasi       

    3 2
5 

0
3 

2.
03 

0
1 

Penetapan 
Prosedur 
Pengelolaan 
Penyelenggaraa
n Tempat 
Pelelangan Ikan 
(TPI) 

Peraturan 
Penyelenggaraan 
TPI 

    

                
1 

dokume
n 

100,0
0* 

    

    3 2
5 

0
3 

2.
03 

0
2 

Pelayanan 
Penyelenggaraa
n Tempat 
Pelelangan Ikan 
(TPI) 

Fasilitas 
Operasional TPI 

    

5 TPI 25,00                 

    

                Pembinaan 
petugas TPI 

                    15 
orang 19,00     

    3 2
5 

0
3 

2.
04 

  Penerbitan 
Tanda Daftar 
Kapal 
Perikanan 
Berukuran 
sampai dengan 
10 GT di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa, dan 
Genangan Air 
Lainnya yang 
dapat 
Diusahakan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 

Terselenggaran
ya layanan 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
Kapal 
Perikanan 

    

    12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Kabupaten/Ko
ta 

                Layanan 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
Kapal 
Perikanan 

    

    12 
Bulan   12 

Bulan   12 
Bulan   12 

Bulan       

    3 2
5 

0
3 

2.
04 

0
2 

Pelayanan 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
Kapal 
Perikanan 
Berukuran 
sampai dengan 
10 GT 

Fasilitasi 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
Kapal Perikanan 

    

    12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* 

12 
Bulan 

10,00
* 

    

                                              

    3 2
5 

0
4 

    PROGRAM 
PENGELOLAA
N PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Persentase 
Kenaikan 
Produksi 
Perikanan 
Budidaya 

-
12,6
7% 

-
46,11

% 2,00% 2.235
,12 2,00% 1.500

,00 2,00% 1.650
,50 2,00% 1.688

,23 2,00% 1.673
,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
01 

  Penerbitan 
Izin Usaha 
Perikanan di 
Bidang 
Pembudidayaa
n Ikan yang 
Usahanya 
dalam 1 (satu) 

Terlaksananya 
Layanan Ijin 
Usaha 
Perikanan 
Bidang 
Pembudidaya 
Ikan / Udang  

    

12 
bulan 0,00 12 

bulan 20,00 12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 12 
bulan 10,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

                Layanan 
Penerbitan Izin 
Usaha 
Perikanan 
Bidang 
Pembudidayaan 
Ikan / Udang 

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan       

    3 2
5 

0
4 

2.
01 

0
1 

Penetapan 
Persyaratan 
dan Prosedur 
Penerbitan Izin 
Usaha 
Perikanan 
Bidang 
Pembudidayaa
n Ikan yang 
Usahanya, 
Lokasi, 
dan/atau 
Manfaat atau 
Dampak 
Negatifnya 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a yang 
Menggunakan 
Teknologi 
Sederhana, 
Semi Intensif, 
dan Intensif, 
Serta tidak 
Menggunakan 

Dokumen 
Persyaratan dan 
Standart 
Operasiona 
Prosedur ( SOP ) 
penerbitan ijin 
usaha 
perikanan 

    

    
1 

dokume
n 

20,00             
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Modal Asing 
dan/atau 
Tenaga Kerja 
Asing 

    3 2
5 

0
4 

2.
01 

0
2 

Pelayanan 
Penerbitan Izin 
Usaha 
Perikanan 
Bidang 
Pembudidayaa
n Ikan yang 
Usahanya, 
Lokasi, 
dan/atau 
Manfaat atau 
Dampak 
Negatifnya 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a yang 
Menggunakan 
Teknologi 

Izin Usaha 
Perikanan bagi 
Pelaku Usaha 
Perikanan 

    

        12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 12 
bulan 10,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Sederhana, 
Semi Intensif, 
dan Intensif, 
serta Tidak 
Menggunakan 
Modal Asing 
dan/atau 
Tenaga Kerja 
Asing 

    3 2
5 

0
4 

2.
02 

  Pemberdayaan 
Pembudidaya 
Ikan Kecil 

Terlaksananya 
Pemberdayaan 
Pembudidaya 
Ikan Skala 
Kecil 

    
16 

kecam
atan 

0,00 
16 

kecam
atan 

0,00 
16 

kecam
atan 

155,0
0 

16 
kecam
atan 

170,0
0 

16 
kecam
atan 

184,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Pemberdayaan 
Pembudidaya 
Ikan Skala 
Kecil 

    16 
kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

      

    3 2
5 

0
4 

2.
02 

0
1 

Pengembangan 
Kapasitas 
Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

Pelatihan dan 
Pembinaan 
ketrampilan  
Pembuatan 
Prebiotik pakan 
ikan 

    

        30 
orang 50,00 30 

orang 50,00 30 
orang 50,00 

    

                Penerapan 
teknologi 
budidaya ikan 
melalui demplot 
budidaya 

    

        1 paket   1 paket   1 paket   
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    3 2

5 
0
4 

2.
02 

0
2 

Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Pembentukan 
dan 
Pengembangan 
Kelembagaan 
Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

Pembinaan dan 
pengembangan 
kelas kelompok 

    

        
32 

Kelomp
ok 

25,00 
32 

Kelomp
ok 

25,00 
32 

Kelomp
ok 

25,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
02 

0
3 

Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Bantuan 
Pendanaan, 
Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan 
Usaha 

Temu Jejaring 
kemitraan 
antara 
pembudidaya 
ikan, pasar 
serta lembaga 
keuangan 

    

        75 
orang 40,00 75 

orang 40,00 75 
orang 54,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
02 

0
4 

Pemberian 
Pendampingan, 
Kemudahanan 
Akses Ilmu 
Pengetahuan, 
Teknologi dan 
Informasi, 
Serta 
Penyelenggaraa
n Pendidikan 
dan Pelatihan 

Sosialisasi dan 
pembinaan 
akses informasi, 
teknologi 
perikanan 
budidaya 

    

        
16 

kecama
tan 

40,00 
16 

kecama
tan 

55,00 
16 

kecama
tan 

55,00 

    

                Jumlah orang 
yang dilatih 

            80 
orang   80 

orang   80 
orang       

    3 2
5 

0
4 

2.
03 

  Penerbitan 
Tanda Daftar 
bagi Pembudi 
Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
bagi Pembudi 
Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

    

        
16 

kecam
atan 

22,50 
16 

kecam
atan 

15,23 
16 

kecam
atan 

12,00 DINLHP 
Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Penerbitan 

Tanda Daftar 
bagi Pembudi 
Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

    

        
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

      

    3 2
5 

0
4 

2.
03 

0
1 

Penetapan 
Persyaratan 
dan Prosedur 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
bagi 
Pembudidayaa
n Ikan Kecil 
(TDPIK) dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Dokumen 
Persyaratan dan 
Prosedur 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
bagi 
Pembudidayaan 
Ikan Kecil 
(TDPIK) dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    

        
1 

dokume
n 

10,00         

    

    3 2
5 

0
4 

2.
03 

0
2 

Pelayanan 
Penerbitan 
Tanda Daftar 
bagi Pembudi 
Dayaan Ikan 
Kecil (TDPIK) 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Tanda Daftar 
bagi Pembudi 
Dayaan Ikan 
Kecil (TDPIK) 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

    

        
16 

kecama
tan 

12,50 
16 

kecama
tan 

15,23 
16 

kecama
tan 

12,00 

    

                                              

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

  Pengelolaan 
Pembudidayaa
n Ikan 

Terlaksananya 
Pengelolaan 
Pembudidayaan 
Ikan 

    16 
kecam
atan 

2.235
,12 

16 
kecam
atan 

1.480
,00 

16 
kecam
atan 

1.463
,00 

16 
kecam
atan 

1.493
,00 

16 
kecam
atan 

1.467
,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Pengelolaan 
Pembbudidayaa
n Ikan 

    16 
kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
    3 2

5 
0
4 

2.
04 

0
1 

Penyediaan 
Data dan 
Informasi 
Pembudidayaa
n Ikan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten 
/Kota 

Data Statistik 
pembudidaya 
ikan 

    

1 
dokume

n 
5,82 

1 
dokume

n 
15,00 

1 
dokume

n 
20,00 

1 
dokume

n 
36,00 

1 
dokume

n 
30,00 

    

                Data Potensi 
Kolam Ikan 
Lestari  

    
        

16 
kecama

tan  
30,00 

16 
kecama

tan  
40,00 

16 
kecama

tan  
30,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
2 

Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaa
n Ikan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Lahan / tanah 
bagi 
Pembangunan 
Balai Benih Ikan 
Baru ( BBI ) 
Penungkulan - 
Gebang  

    

    0,7 ha 2.500,
00*             

    

                                              

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
3 

Penjaminan 
Ketersediaan 
Sarana 
Pembudidayaa
n Ikan Dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Pembangunan 
Kawasan 
Budidaya 
Perikanan Air 
Tawar dan BBI 

    

        1 paket 500* 1 paket 500* 1 paket 500* 

    

                Sarana 
budidaya ikan 
air tawar 

    59 
paket 

2.189,
30 

35 
paket 

1.405,
00 

30 
paket 

1.211,
00 

32 
paket 

1.282,
00 

32 
paket 

1.282,
00 

    

                Sarana 
budidaya ikan 
air payau 

    
                    

    

                Rekomendasi 
pembelian BBM 
bagi pelaku 
usaha 
perikanan 

    

    12 
bulan 20,00 12 

bulan 20,00 12 
bulan 20,00 12 

bulan 20,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
                Benih Ikan 

perairan umum 
                            

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
4 

Pengelolaan 
Kesehatan Ikan 
dan 
Lingkungan 
Budidaya 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Pengendalian 
penyakit ikan 
melalui 
penyediaan 
obat-obatan 
ikan 

    

12 
bulan 40,00 12 

bulan 40,00 12 
bulan 40,00 12 

bulan 60,00 12 
bulan 60,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
5 

Pembinaan dan 
Pemantauan 
pembudidayaa
n Ikan di Darat 

Pemantauan 
ketersediaan 
stock Induk 
unggul , pakan 
ikan, benih ikan 
serta siklus 
budidaya. 

    

        12 
bulan 52,00 12 

bulan 55,00 12 
bulan 45,00 

    

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
6 

Perencanaan, 
dan 
Pengembangan 
Pemanfaatan 
Air Untuk 
Pembudidayaa
n Ikan di Darat 

Dokumen 
Budidaya Ikan  
sesuai Tata 
Kelola Budidaya 
Ikan dan udang 
Yang Baik  

    

        
1 

dokume
n 

90,00         

    

    3 2
5 

0
4 

2.
04 

0
7 

Perencanaan, 
dan 
Pengembangan 
Pemanfaatan 
Air Untuk 
Pembudidayaa
n Ikan di Darat 

Masterplan 
kawasan 
perikanan darat 

    

    
1 

dokume
n 

100*             

    

                                              

    3 2
5 

0
5 

    PROGRAM 
PENGAWASAN 
SUMBER 
DAYA 
KELAUTAN 
DAN 

Persentase 
pembentukan 
kelompok 
masyarakat 
pengawas 
(pokmaswas) 

38,4
6% 

38,46
%* 

46,15% 0,00 53,85% 111,0
0 69,23% 120,0

0 84,62% 130,0
0 

100,00
% 

140,0
0 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
PERIKANAN 

    3 2
5 

0
5 

2.
01 

  Pengawasan 
Sumber Daya 
Perikanan di 
Wilayah 
Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa, dan 
Genangan Air 
Lainnya yang 
Dapat 
Diusahakan 
Dalam 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksananya 
pengawasan 
sumber daya 
ikan 

    

16 
kecam
atan 

0,00 
16 

kecam
atan 

111,0
0 

16 
kecam
atan 

120,0
0 

16 
kecam
atan 

130,0
0 

16 
kecam
atan 

140,0
0 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

                Pengawasan 
Sumber Daya 
Ikan 

    16 
kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

  
16 

kecam
atan 

      

    3 2
5 

0
5 

2.
01 

0
1 

Pengawasan 
Usaha 
Perikanan 
Tangkap di 
Wilayah 
Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, 
dan Genangan 
Air Lainnya 
yang Dapat 
Diusahakan 
dalam 
Kabupaten/Kot
a 

Data Potensi 
Perairan Umum 
sebagai wilayah 
Restocking dan 
reservat 

    

    
16 

kecama
tan 

45,00 
16 

kecama
tan 

50,00 
16 

kecama
tan 

60,00 
16 

kecama
tan 

70,00 

    

                Pembentukan 
Kelompok 
Masyarakat 
Pengawas ( 

    

    
5 

Kelomp
ok 

20,00 
5 

Kelomp
ok 

20,00 
5 

Kelomp
ok 

20,00 
5 

Kelomp
ok 

20,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 
Pokmaswas ) 

    3 2
5 

0
5 

2.
01 

0
2 

Pengawasan 
Usaha 
Perikanan 
Bidang 
Pembudidayaa
n Ikan di 
Wilayah 
Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, 
dan Genangan 
Air Lainnya 
yang Dapat 
Diusahakan 
dalam 
Kabupaten/Kot
a 

Pengawasan 
Pelaksanaan 
Budidaya ikan / 
udang sesuai 
wilayah fungsi 
dan 
peruntukan. 

    

    
16 

kecama
tan 

46,00 
16 

kecama
tan 

50,00 
16 

kecama
tan 

50,00 
16 

kecama
tan 

50,00 

    

                                              

    3 2
5 

0
6 

    PROGRAM 
PENGOLAHAN 
DAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 

Persentase 
peningkatan 
produksi 
pengolahan dan 
pemasaran 
hasil perikanan 

-
60,0
0% 

-
88,92

% 10,00% 30,00 10,00% 22,00 10,00% 24,00 10,00% 24,00 10,00% 24,00 

    

    

3 2
5 

0
6 

2.
01 

  

Penerbitan 
Tanda Daftar 
Usaha 
Pengolahan 
Hasil 
Perikanan 
Bagi Usaha 
Skala Mikro 
dan kecil 

Terlaksanakan
nya penerbitan 
tanda daftar 
usaha 
pengolahan 
hasil perikanan 

    

100,00
% 15,00 100,00

% 0,00 100,00
% 0,00 100,00

% 0,00 100,00
% 0,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

        

  

  Persentase 
penerbitan 
tanda daftar 
usaha 
pengolahan 
hasil perikanan 

    

100,00
%   100,00

%   100,00
%   100,00

%   100,00
%       

    

3 2
5 

0
6 

2.
01 

0
1 

Penyediaan 
data dan 
informasi 
usaha 
pemasaran dan 
pengolahan 
hasil perikanan 
dalam 1(Satu) 
daerah 
kabupaten/ 
kota 

Data base dan 
Tanda Daftar 
Usaha bagi 
pelaku usaha 
pengolahan dan 
Pemasaran  

    

1 
dokume

n 
15,00 

1 
dokume

n 
0,00 

1 
dokume

n 
0,00 

1 
dokume

n 
0,00 

1 
dokume

n 
0,00 

    

    

3 2
5 

0
6 

2.
02 

  

Pembinaan 
Mutu dan 
Keamanan 
Hasil 
Perikanan 
Bagi Usaha 
Pengolahan 
dan 
Pemasaran 
Skala Mikro 
dan Kecil 

Terkendalinya 
penggunaan 
bahan 
pengawet 
berbahaya 

    

12 
bulan 15,00 12 

bulan 8,00 12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 12 
bulan 10,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

    

        

  

  Pengawasan 
penggunaan 
bahan 
pengawet 
berbahaya 

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan       
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

    

3 2
5 

0
6 

2.
02 

0
1 

Pelaksanaan 
Bimbingan dan 
Penerapan 
Persyaratan 
atau Standar 
pada Usaha 
Pengolahan 
dan Pemasaran 
Skala Mikro 
dan Kecil 

Pengawasan 
mutu 

    

12 
bulan 15,00 12 

bulan 8,00 12 
bulan 10,00 12 

bulan 10,00 12 
bulan 10,00 

    

                

Bimtek 
pengolahan ikan 
yang baik 

    
    20 

orang 0,00   0,00 20 
orang 0,00 20 

orang 0,00 
    

    

3 2
5 

0
6 

2.
03 

  

Penyediaan 
dan 
Penyaluran 
Bahan Baku 
Industri 
Pengolahan 
Ikan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

Terjaminnya 
stock dan 
distribusi 
bahan baku 
bagi iunit / 
ndustri 
pengolah ikan  

    

12 
bulan 0,00 12 

bulan 14,00 12 
bulan 14,00 12 

bulan 14,00 12 
bulan 14,00 DINLHP 

Kab. 
Purw
orejo 

    

        

  

  Penyediaan dan 
Distribusi 
Bahan Baku  
bagi 
Unit/Industri 
Pengolah Ikan 

    

12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan   12 

bulan   12 
bulan       

    

3 2
5 

0
6 

2.
03 

0
1 

Pelaksanaan 
Bimbingan dan 
Penerapan 
Persyaratan 
atau Standar 
pada Usaha 
Pengolahan 
dan Pemasaran 
Skala Mikro 
dan Kecil 

Data dan 
informasi usaha 
Pemasaran ikan 
segar dalam 
1(Satu) daerah 
kabupaten/ 
kota 

    

16 
kecama

tan 
  

16 
kecama

tan 
14,00 

16 
kecama

tan 
14,00 

16 
kecama

tan 
14,00 

16 
kecama

tan 
14,00 
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Tujuan 
Perangk

at 
Daerah 

Sasaran 
Perangk

at 
Daerah 

Kode 

Program/Kegi
atan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan/Sasara
n/Program/  

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
Periode Renstra Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggu
ngjawab 

Lokas
i 

U
R

 

B
/P

 U
 

PR
G

 

K
E

G
 

SU
B

 K
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Reali
asi 

Realis
asi*) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) Target Pagu 
(juta) Target Pagu 

(juta) 

                

Pembangunan 
depot / los 
pasar ikan 

    
        1 lokasi 200*         

    

    

3 2
5 

6 2.
03 

0
2 

Pemberian 
Fasilitas bagi 
Pelaku Usaha 
Perikanan 
Skala Mikro 
dan Kecil 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Bantuan Sarana 
Pengolahan dan 
Pemasaran Ikan 

    

                
10 

Poklahs
ar 

200* 

    

 

 

 



	117 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat 

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 

program atau kegiatan.  

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran 

adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat 

prioritas tertinggi dalam rencana strategis. 

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan 

sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam 

mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Perikanan Kabupaten Purworejo secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021 – 

2026. 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis 

jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang 

disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, 

kendala, potensi, peraturan perundang undangan, tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo. 

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana 

Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo 

Tahun 2021 – 2026 ini, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo dapat berlangsung 

secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang 

dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. 

Indikator Renstra Dinas Lingkugan Hidup dan Perikanan Kab. 

Purworejo Tahun 2021 – 2026 dilihat sebagaimana pada Tabel 7.1 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Ligkungan Hidup dan Perikaan Kab. 

Purworejo 

No Indikator Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kondisi 
Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Urusan Lingkungan 
Hidup                 

A Indikator Tujuan PD                 

1 
Indek Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Daerah (IKLHD) 

61,18 N/A 65,67 65,69 65,71 65,73 65,75 65,75 

B Indikator Sasaran PD                 

1 

Ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap 
persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

N/A N/A 55,00
% 

60,00
% 

65,00
% 

70,00
% 

75,00
% 

75,00% 

2 
Persentase Timbulan 
Sampah yang 
Terkelola 

41,75
% 

43,18
% 

42,68
% 

43,30
% 

43,86
% 

44,36
% 

44,89
% 

44,89% 

C Indikator Program PD                 

1 

Persentase 
Ketersediaannya 
Dokumen Perencanaan 
Lingkungan Hidup 
Berkualitas 

25,00
% 

25,00
% 

50,00
% 

75,00
% 

75,00
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00% 

2 

Persentase Pemenuhan 
Baku Mutu Kualitas 
Air Sungai dan Udara 
Ambien 

87,50
% 

87,50
% 

65,00
% 

65,00
% 

65,00
% 

65,00
% 

65,00
% 

65,00% 

3 Indeks Tutupan Lahan 49,34 49,34* 49,37 49,39 49,41 49,43 49,45 49,45 

4 
Persentase 
Pengendalian B3 dan 
LB3 

N/A N/A 30,00
% 

35,00
% 

40,00
% 

45,00
% 

50,00
% 

50,00% 

5 

Ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap 
Pengendalian 
Pencemaran Air yang 
tertuang dalam 
persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan 

N/A N/A 50,00
% 

55,00
% 

60,00
% 

65,00
% 

70,00
% 

70,00% 

6 

Persentase Pengakuan 
Kearifan Lokal 
dan/atau MHA terkait 
PPLH 

4,00
% 

4,00
% 

4,45
% 

4,86
% 

5,26
% 

5,67
% 

6,07
% 

6,07% 

7 

Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan 
Bidang Lingkungan 
Hidup yang Aktif 

10,32
% 

0,52
% 

7,51
% 

7,69
% 

7,86
% 

8,03
% 

8,21
% 

8,21% 

8 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Penghargaan 
Lingkungan Hidup 
untuk Masyarakat 

66,67
% 

66,67
% 

66,67
% 

66,67
% 

66,67
% 

66,67
% 

66,67
% 

66,67% 
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No Indikator Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kondisi 
Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

9 

Persentase 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat Terkait 
Dugaan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00% 

10 Persentase 
Penanganan Sampah 

17,87
% 

18,14
% 

16,97
% 

16,78
% 

16,59
% 

16,40
% 

16,24
% 

16,24% 

11 Persentase 
Pengurangan Sampah 

23,88
% 

25,04
% 

25,71
% 

26,52
% 

27,27
% 

27,96
% 

28,65
% 

28,65% 

  Urusan Perikanan                 
A Indikator Tujuan PD                 

1 Nilai Tambah Usaha 
Perikanan 

10,00
% 

10,00
%* 

12,00
% 

12,00
% 

12,00
% 

12,00
% 

12,00
% 

12,00% 

B Indikator Sasaran PD                 

1 
Persentase Kenaikan 
Produksi Perikanan 
Tangkap dan Budidaya 

-
12,13

% 

-
47,33

% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00% 

C Indikator Program PD                 

1 
Persentase Kenaikan 
Produksi Perikanan 
Tangkap 

3,73
% 

-
77,08

% 

3,00
% 

3,00
% 

3,00
% 

3,00
% 

3,00
% 

3,00% 

2 
Persentase Kenaikan 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

-
12,67

% 

-
46,11

% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

2,00% 

3 

Persentase 
pembentukan 
kelompok masyarakat 
pengawas (pokmaswas) 

38,46
% 

38,46
%* 

46,15
% 

53,85
% 

69,23
% 

84,62
% 

100,0
0% 

100,00% 

4 

Persentase 
peningkatan produksi 
pengolahan dan 
pemasaran hasil 
perikanan 

-
60,00

% 

-
88,92

% 

10,00
% 

10,00
% 

10,00
% 

10,00
% 

10,00
% 

10,00% 

 

 
 
 
 



	120 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

  Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai dasar evaluasi dan 

laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.  

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

  Kami berharap segala yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Dinas Lingkungan Hidupdan Perikanan dapat terlaksana sesuai 

rencana dengan dukungan dari semua pihak yang terkait untuk mendukung 

tercapainya visi dan misi Kabupaten Purworejo. 

  Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kami 

susun masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan 

sangat kami harapkan demi kesempurnaannya. 

9.1. Pedoman Transisi 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 

Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 ini selanjutnya menjadi pedoman 

bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mulai tahun 2022 

hingga 2026. Penyusunan Renja tahun 2027 berpedoman pada arah 

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo dan mengacu 

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027. Hal ini didasarkan pada tahun 2027 

merupakan masa transisi antara periodesasi Renstra 2021 – 2026 dengan 

Renstra Periode 2026 – 2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses 

penyusunan. 

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai 

program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra DINLHP Kab. 

Purworejo Tahun 2021 – 2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh 

DINLHP Kab. Purworejo, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan 

partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi 

pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program DINLHP Kab. 

Purworejo periode berikutnya. 

BUPATI PURWOREJO 
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AGUS BASTIAN 


